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egala puji dan syukur penclis panjatkan kehadirat
Allsh ©SWT, karena atas rakhmat dan hidayah-Nya tesis ini
dapat diselesaikan sesuai dengan rencana penulis.

Pada dasarnya Fengussha Hutan Tanaman - Industri
di Kalimantan Barast wajiib untuk melaksanakan Program
Jami;an Sosial Tenagsa Kerjia dengan mengikutsertakan tenaga
kerianya sebagal peserta Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja. Akan tetapi sebagian besar Pengusaha Hutan Tanaman
Industri di Kalimantan Barat belum melaksanakan
keuajibanﬁya tersebut.

Sungguhpun demikian Pengusaha Hutan Tamaman
Industri di Kalimantan Barat yang belum melaksanakan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut telah
memberikan Jjaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
vang lebih baik daripada yang diberikan oleh Program
Jaminan Sosial Tenags Keria. Sementara Pengusaha Hutan
Tanaman Indutri di kalimantan Barat vang telah

»
pelaksanakan Program Jaminan Sosial Tenaga EKerja belum
dapat menikmati manfaat jaminan sosial tenaga kerja secara
keseluruhan yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.

QOleh karenaz itulah dalam penulisan tesis ini dipilih

- jJudul " PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH

PENGUSAHA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI KALIMANTAN BARAT' .
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Fada kesempatan ini. penulis mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga serta penghargaan yang sehesar-besarnva
kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Meﬁteri
Pendidikan dan Kebudsayaan melalui Team Management Program
Doktor vyang telah memberikan bantuan finansial, sehingga
meringankan beban penulis dalam mengiktui pendidikan pada
Pascasarjans Universitas Airlangga Surabaya.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargsan setulus-tulusnya kepada Bapak
Dr . Haryono, S.H., MCL.., selaku pembimbing vyang tiada
putus-putusnya telah memberikan perhatian, bimbingan, dan
pengarahan dengan penuh ketekunan dan kesabaran sampal
tesis ini selesal.

Unapan terima kasih penulis. kepads Ibu Prof. Dr HJ.
-Siti Sundari Ranghkuti., SH. selaku Ketua Program Studi Iimu
Hukum vang juga telah memberikan kesempatan kepada saya
untuk rengikuti pendidikan Fascasarjana (52) . di
Universitas Airlangga.

Terima kasih dan penghargaan vang setinggi-
tingginya penulis sampaikan kepad=a yang terhormat
1. Rektor Universitas Airlangga. Bapak Prof. dr+~ H.Bambang

Rahino Setokoesocemo atas kesémpatan dan pasilitas yang
diberikan kepada saya untuk mengikuti dan meﬁyelesaikan

pendidikan program Magister;
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Rektor . Universitas Tanivngpura - Pontianak Bapak
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rof. H Machmud Akil. S.H.. yang telah memberi
kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan
Frogram Pascasarjana (S2) Universitas Airlanggsa;
Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlanggs.
Bapak Prof. Dr H.Soedijono, dr. atas kesempatan untuk
ngnjadi mahasiswa Program Magister  pada Program
Pascasarijana Universitas Airlanggs;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak. Bapak Prof. H Anwar Saleh, S.H., yang telah
berkenasn memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan
studi pada Pregram Pascasarjana (52) Universitas
Airlanggs;

Bapak Dr Moch.Isngseni. $.H.. bapak Dr.abdul Rasjid.
S.H.. LL .M., bapak Dr Soewoto, S.H, M.S..
Indiharscre. S.H.. vang telah berkenzan menjadi
penguii sekaligus membsntu penyempurnaan tesis ini;
Isteri tercints, Hi.Amalia beserta anask-anak
tersayang vang dengan setia dan penuh kesabarar.
memberikan dorongan kepada suami dan =ayahnya untuk
menyelesaikan studi pads Pascasarjansz Universitas
Airlangga Surabaya.

Semua pihak vyang tidak dapat saya sebutkan satu
persatu., vyang Jjugsa telah ikut membantu saya dalam

penulisan tesis ini. baik moril maupun materiil;
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Akhirnva. semoga Allah SWT., memberikan limpahan
rakmat dan amal kebaikan yang penuh berkah atas segals

bantuan. bimbingan dan perhatian serta dorongan yang

diberikan. Amin.

Surabaya, Desember 1986

Penulis
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BAB I

PERDAHULUAN

. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha
Esa kekayaan alam yang melimpah, antara lain berupa
hutan yang sangat luas. Semua kegiatan untuk menggali

- kekayaan alam vyang berupa hutan tersebut tidak
terlepas dari kegiatan pembangunan ekonomi nasional
secara keseluruhan, karena kegiatan penbangunan
di bidang kehutanan disamping pengaruhnya vang
konstruktif di bidang sosial ekonomi juga merupakan
sumber pemasukan devisa bagi negarsa. TAP MPR
No.II/MPR/1993 tentang GBHN telah nemberikan arah
serta merupakan landasan kebijaksanaan pembangunan
kehutanan, vang pada dasarnys dalam penggalian
dan pemanfaatan hasil hutan ditujukan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap _Penjaga
kelestarian dan fungsi hutan.

Dengan sgmakin berkembangnya industri hasil
hutan, kebutuhan bshan baku hasil hutan juga semakin
neningkat. Pembangunan kehutanan -selain harus nampu
menyediakan bahan baku hasil hutan bagi kebutuhan
industri hasil hutan secara berkesinambungan, Jjuga

kelestarian dan fungsi hutan sebagai salah ’'satu

ML LK
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penentu ekosistem harus tetap dijaga. Untuk itu GBHN
telah memberikan arahan sebagai berikut:

“"Pengembangan produksi hasil kayu dan non kayu
diselenggarakan melalui upaya peningkatan
pengusahaan hutan industri, hutan rakysat,
hutan tanaman industri dan upaya peningkatan
produktivitas hutan alan vang didukung
penyvyediaan bibit tanaman hutan yang unggul dan
budidaya kehutanan yang tangguh™.

Dalam pembangunan kehutanan. Undang-undang nomor
5 Tehun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan. mnerupakan dasar hokum yang masih perln
dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan
pelaksanasnnya.

Dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut
di atas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah
No.7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanan;n
Industri. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan
Pemerintah tersebut, HTI adalah hutan tanaman yang
dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan
kualitas hutan produksi ﬁengan menerapkan cilvikultur
intensif untuk mpemenuhi bahan baku industri hasil
hutan, dengan tujuan sebagaimana dinyatakan dalanm
Pasal 2-nya. yaitu:
1. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalanm

negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa;
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2.Meningkatkan produktivitas 1lahsn dan kualitas
lingkungan hidup;
3.Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.
Berkembangnya industri hasil hutan, menuntut
kebutuhan bsahan baku yang semakin besar, sedangkan
potensi hutan alam yang selama ini sebagai pemasok
bahan bakunya tidak dapat diandalkan lagi. Hal ini
karena menurunnya potensi hutan alam yang luasnya
semakin berkurang disebabkan adanya penebangan hutan,
kerusakan hutan akibat kebakaran dsasn sebagainya.
Oleh karena itu, sasaran utama pembangunan HTI adalah
menghutankan kembali wilayah hutan yang tidak
berhutan serta mempertahankannya sebagai hutan tetap
vang produktif sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.'
Dalam rangka pembangunan HTI, Peraturan
Pemerintah tersebut membuka kesempatan lapangsn usaha
kepada Badan Usaha Milik Negara, swasta dan koperasi
berupa pemberian hak pengusahaan HTI. Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri adalah hak untuk mengusahakan
hutan di dalam suatu kawasan hutan yang f#tegiatannya
pulai dari penanaman, Eeneliharaan, penungutan,
‘pengelolaan dan pemasarannya. Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri diberikan untuk Jangka waktu 35

(tiga puluh lima) tahun, ditambah dengan masa .daur

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI
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tanaman. Jadi dengan demikisn. sifat usaha dalam
pembangunan HTI merupszkan investasi modal yang besar,
jangka waktu yang panjang, areal 'kerja yang luas
serta pengerahan tenaga kerja dalam Jjumlah besar,
sehingda memerlukan pengelolaan yang profesional.

Berdasarkan data vyang diperoleh dari EKantor
Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan
Barat, terdapat 22 (dua puluh dusa) perusahaan
pemegang hak pengusahaan HTI dengan luas areal
seluruhnya 1.400.750 Ha dan tersebar di 6 (enam)
Eabupaten daerah Tingkat II di seluruh Kalimantan
Barat. Realisasi kemajuan penanaman komulatif dari
tahun 1988/1980 sampai dengan Juli 1895/1986 mencapai
seluas 48.426.14 Ha. Pada dasarnya pembangunan HTI di
Kalimantan Barat baru sampai pada tahap penanaman dan
pemeliharaan. akan tetapi sudah membutuhkan tenaga
kerja dalam Jjumlah besar, baik tenaga kerjas lokal
maupun tenaga ke;ja vang didatangkan dari pulau Jawsa
sebagail tenaga kerja transmig:asi.

Dengan sifat usaha HTI sebagaimana tersebut di
atas, terutapma menyangkut pengerahan tenaga kerja
dalam jumlah yang besar, berdasarkan Surat EKeputusan
Menteri Kehutanan No. 417/Kpts-11,/1989 tentang
Pengusahaan Hutan -Tanaman Industri, pada Pasal 15

ayat 1, ditegaskan: “"Pemegang hak pengusahaan HTI

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI
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berkewaiiban mentasti segala ketentuan dibidang
perburuhan menurut peraturan yang berlaku..... -
Dewasa ini ~ peraturan perundang-undangan
vang mengatur tentang ketenagakerjaan terdapét
dalam undang-undang No. 14 tahun 1869 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
(disebut Undang-undang Pokok Tenaga Kerja). Dalam
penjelasannya dinyatakan bahwa vyang dirumuskan
dalam undang-undang ini ialah pokok-pokok untuk
menjamin kedudukan sosial ekonomi tenaga kerija serta
arah yvang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan
sosial ekonomis tenags kerja sesuai dengan cita-cita
dan aspirasi bangsa Indonesia. Oleh karena itulah

Undang-undang Pokok Tenaga Kerja tersebut nasih

nemnerlukan peraturan’ pelaksanaannya, khususnya
menyangkut peningkatan kesejahteraan sosial dan
perlindungan tenaga kerja. Tenaga kerja menurut

undang-undang ini adalah -"tiap orang Yyang mampu
melakukan pekerjsan baik di dalam maupun diluar
hubungan kerja guna menghasilkan jasa‘ atau barang
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Khususnysa dalam rangka pelaksansean Pasal 10 dan
Pasal 15 Undang-undang Pokok Tenaga Kerja, telah
dikelusrkan undang-undang nomor 3 tahun 19892 tentang

Jaminan Sosial Tenags Kerja dan Peraturzn Pemerintah
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No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai -ﬁeraturan
pelaksanaannya vyang meliputi; Jjaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan
pemeliharaan kesehatan,

Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992
menyatakan, bahwa untuk nemberikan.b perlindungan
kepada tenaga kerja diselenggarakan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya  dapsat
dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Program
Jamninan Sosial Tenaga Kerja tersebut diselenggarakan
oleh Badan Penyelenggara yaitu PT.Astek (Persero)
vang dibentuk berdasarkan Peratutran Pemerintah No. 19
tahun 1990 tentang Pengslihan Bentuk Perusahaan Umum
(Perum) Asuransi Tenaga. Kerja menjadi Perusahaan
Perseroan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah

~ No.36 Tahun 1985 PT. Astek (Persero) diubah menjadi
PT. Jamsostek (Persero).

Bagi tenaga kerja vyang belum mendapatkan
perlindungaﬁ berdasarkan pentahapan kepesertasn
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (3) PP No. 14 tahun
1993 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut pada dasarnya

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI
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mewaiibkan pengusaha untuk memberikan Jjaminan
kecelakaan kerja kepada tenaga kerja yapg tertimpsa
kecelakaan .kerja. karena tanggung Jjawab pengusaha
tersebut merupakan resiko pekerjaan { Resque

Profesional). Dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 PP
No. 14 tahun 1993 telah dikeluarkan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Noﬁor PER-03/Men/1884 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Tenaga Kerja bagi tenaga
kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga
kerja kontrak.

Program Jjaminan sosial tenaga kerja merupakan
landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan tenaga kerja yang mempunyai kedudukah
vang lebih lemah. Pada sisi lain kepada pihak majikan
dibebankan tanggung jawab untuk neningkatkan
kesejahteraan dan perlindungan tenagsa kerja. Jaminan
sosial tenaga kerja merupakan hak tenaga kerja untuk
tetap nendapatkan penghasilan yang hilang atau
berkurang serta pelayanan kesahatan sebagai akibat
peristiwa atau kejadian di- luar kesalahannya
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

Antara perusahaan pemnegang hak pengusahaan
HTI dengan tenaga kerjanya dalam pembangunan HTI;

terdapat hubungan kerja yang didasarkan atas
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perjanjian kerja sehingga menimbulkan hak dan
kewajiban secara timbal balik.

Menurut Iman Soepomo:

“"Pada dasarnya hubungan kerja yaitu hubungan
antara btruh dengan majikan terjadi setelah
diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan,
di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk
bekerja pada majikan dengan menerima upah dan
di mana majikan menyatakan kesanggupannya Entuk
mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.

Tenaga kerja yang bekerja di areal HTI di

Kalimantan Barat adalah tenaga kerja tidak tetap,
baik sebagai tenags kerja harian lepas, tenaga kerja
borongan maupun tenaga kerja kontrak. Oleh karena
itulah Pengusaha Hutan Tanaman Industri berdasarkan
peraturan Menteri Tenaga kerja tersebut, berkewajiban
untuk melaksanakan Jjaminan sosial tenaga kerja
(jamsostek) dan dipihak lain, tenaga kerja yang
bekerja di aresl HTI berhak atas Jjaminan sosial
tenaga kerja. Karena pembangunan HTI meliputi
kegiatan menghutankan hutan produktif yang meliputi,
penananaﬂi pemeliharaan, penungutsn, pengolahan
dan pemasarsn, mnaka resiko kerja dapat terjadi.

sewaktu-waktu terutamna terhadap tenaga kerja

lapangan. (leh karena itulah jaminan sosial tenaga

rman Soepomo, Pengantar Hhﬂhn Perburuhan, Djam-
batan, Jakarta, 1995, hal. 52;
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kerja bagi tenaga kerja yang bekeria di areal HTI
mempunyal arti penting sebagai Jjaminan kepastian
pendapatan dan pelayanan kesehatan.

2.Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat
dikemukakan permasalahanya adalah:

“Apakah pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
oleh Pengusaha Hutan Tanaman Industri di
Kalimantan Barat telah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku”.

3.Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah
sebagal berikut:
a.Untuk mengetahui apakah tenagsa kerja dalam
penmbangunan HTI di Kalimantan Barat telah mendapat
perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
b.Untuk mengetahui tanggung Jjawab pegggang hak
pengusahaan HTI dalam memberikan perlindungan
Jaminan $osial Tenaga Kerja bagi tenaga kerjanya;
¢.Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan Jaminan
Sosial Tengga Kerja dalam pembangunan HTI di

Kalimantan Barat.
4.Tinjauan Pustaka

Pembangunan berencana yang dilaksanakan dari

Pelita ke Repelita berikutnya, pada hakekatnya adalah
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suatu proses perubahan. Proses perubahan adalah
pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang telah
diberi bentuk hukum yang berupa peraturan perundang-
undangan, merupakan landasan serta arah untuk
mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan.
Oleh karena itulah., hukum dengan sifat-sifatnyva yang
istimews merupakan-sarana vang paling efektif untuk
melaksanakan pembangunan tersebut., yang oleh Satjipto
Rahardjo disebutkan: “... sebagai sarana untuk
menyalurkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam
pembangunan atau perubahan nasyarakat.2

Sunaryati Hartono mengemukakan. bahwa hukum
dalam pembangunan ini mempunyai 4 fundgsi, vaitu:
1.Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan ;
2.Hukumn sebagail sarana pembangunan:
3.Hukum sebagai sarsna penegak keadilan;
4 .Hukum sebagai serana pendidikan nasyarakat.3

Pengaruh industrialisasi | dan penggunaan
teknologi moderen dalam pembangunan, mengakibatkan

terjadinya perubahan-perubahan terhadap kehidupaﬁ

ZSatjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat, Angkasa,
Bandung, 1880, hal. 13;

3Sunaryati Hartono. Hukum FKkonomi Pembangunan
Indonesia, Bina Cipta. Jakarta, hal. 40;
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masyarakat. Qleh karena itulah campur tangan hukunm
dalam kehidupan sosial masygrakat semakin meluas,
sehingga pada hampir semua bidang kehidupan
dijumpai peraturan-peraturan hukum. Satjipto Rahardjo
nenegasksan bahwa:

“"Pengaruh industrialisasi vyang buruk seperti
pemerasan tenaga buruh, pengerjaan buruh
anak-anak, kondisi kesehatan di dalam palsrik
dan sebagainva. kesemuanya menghendaki campur
tangan negara di dalaE bidang-bidang vang

semula belumr dijamahnya.
Pendapst yang senada juga di sampaikan oleh Iman

Soepomo, yaitu:

“"Selamsa segala sesuaty mengenat hubungan
antara buruh dan majikan itu diserahkan kepada
kebijaksanaan keduas belah pihak vang langsung
berkepentingan itu. maka masih sukar tercapai-
nya suatu keseimbangan antara kepentingan kedua
belah pihak yang sedikit banyak memenuhi rasa
keadilan sogial yang merupakan tujuan jusga di
perburuhan”™.

Mengingat tujuan pokok hukum ketenagakerjaan
adalah pelaksanszsn keadilan sosial, maka sifat
memaksa dari peraturan perundang-undangan vang
mengatur tentang ketenagakerjaan selalu ditujukan
kepada pihak majikan dan dilain pihak memberikan
perlindungan kepada tenaga kerja. Sifat memaksa

tersebut .dapat dilihat dari penggunaan kata-kata

4Satjipto Rahardjo, op.cit.. hal. 15:

5Im’an Soepomo, Op cit., hal. 7;
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harus. waiib. tidak boleh atau dilarang yang disertai
dengan ancaman sanksi vang berupa tidak sah atau
batalnva suatu perbuatan, denda ataupun pidana=a.
Hal itu walsupun secara vyuridis kedondukan tenags
kerjz dan majikan adalah sama, akan tetapi secara
sosliologis kedudukan tensga kerja lebih 1lemah dari
pada kedudukan majiksn, di mana tidak Jjarang pihak
tenaga Kerjs menerima saja syarat-syarat kerja vang
sangat berat. Sehubungan dengan itu Imﬁn Soepomo
menyatakan:

"Karena 1itu penguasa baik dengan maupun tidak
dengan bantuan organisasi buruh, mengadskan
peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan
vang bertujuan melindungi pihak yang
lemah (nenempgtkan kedudukan vang layak bagi
kemanusiaan)".

Penyelenggaraan Jaminan Sosial tenaga Kerja
merupakan pelaksanaan sebagian tugas dari Pemerintah
sebagaimans ditetapkan dalam Passal 10 dan 15 undang-
undang nomor 14 tahun 1869 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Tenaga kerja, yaitu:

1. Pasal 10: Pemerintah memberikan perlindungan
tenaga kerjs yang mencakup:
a.Norma keselamatan kerja;
b.Norma kesehatan kérja;
¢ .Pemberian ganti kerugian perawatan
dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan

kerja.
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2. Pasal 15: Pemerintah mengatur penyelenggaraan
pertanggungan sosial dan bantuan sosial
bagi tenags kefja dan keluarganya. |

Dalam penjelasan pasal 10 tersebut dinyatakan
bahwa vang dimaksud dengan pembinaan norma

perlindungan kerja ialah pembentukan, penerapan dan
pengawasan. Undang-undang nomor 3 tashun 1982 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur

perlindungan tenaga kerja. Dalam Pasal 1 ayat 1
dinyatakan Jaminsn Sosial Tenaga Kerja adalah suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan
berupa uang sebagal ganti sebagisn dari penghasilan
vang hilang atsau berkurang dan pelayanan sebagai
akibat peristiwa atau kead§an vang dialami o¢leh
tenaga kerja berups kecelakaan kerja, sakit hamil.
bersalin, hari tus dan meninggal dunia.

“Pembayaran yang diterima pihak buruh dalam
hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan
pexerjaan, jadi jaminan kepastian pendapatan (iIncome
security)".7

Pengertian Jasfinan Sosial berbeda dengan

pengertian wupah. karena upah menyangkut pendapatan

tenaga kerja vyang berupa balas jasa langsung atas

7Iman Scepomo. op.cit., hal. 138;
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tenaga dan pikiran dalam suatu proses produksi barang
dan Jjasa. sedangkan jaminan sosial merupakan bagian
.dari kesejahteraan tenaga kerja selain upah. Menurut
Sendjun H.Manulang:
“Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah jaminan
vang menjadi hak tenaga kerja berbentuk
tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan

vang merupakan pengganti penghasilan vang
hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa,

atsu keadaan vang dialami oleh tenaga
kerja berupa kecelakaan kerja. sakit, hamil,
bersalin, Baritua. meninggal dunia dan
menganggur"”.

Dengan demikian pada dasarnya Jaminan sosisal
tenaga kerja adalah pembayaran yang diterima oleh
tenagae kerja dalam hal tenaga kerja tidak melakukan
pekerjaan sebagai skibat suatu peristiwa atau kqadaan
tertentu.

Dapat dipastikan bsahwa dalam keadaan vang
demikian pihak maiikan akan menolak untuk melakukan
pembayaran karena, walau bagaimanapun majikan baru
akan membayar upah apabils tenaga kerja melakukan
pekerjaan. Dalam keadaan demikian, maka diperlukan
seperangkat perundang-undangan vang sifatnya memakssa
pihak majikan serta melindungi tenaga kerja ﬁgar
méndapat jaminan kepastian pendapatan waiaupun tidak

melaknkan pekerjaan karena sebab-sebab tersebut.

aSendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenaga-
kerjaan Indonesia, Rineka Cipta, jakarta, 1930, hal.131;
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Sifat memakss dituiukan kepada pihak majiikan dan
sifat melindungi ditujukan pada pihak tenaga kerja,
dalam jaminan sosial tenagg kerja terlihat dari Pas#l
3 (2) Undang-undang ncomor 3 tahun 1982 yaitu, setiap
tenaga kerja berhask atas jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Lebih lanjut Pasal 4 (1) menyatakan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3,
wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenzaga
kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan
kerja sesuai dengan ketentﬁan undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 2 (1) Peraturan pemerintah
Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaran Program
Jaminan Sosial tenaga kerja bahwa pengusaha yang
mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh)
orang atau lebih atau nenbayar upah paling sedikit
Rp 1.000.000.- <(satu juta rupiah) sebulan, wajib
mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. -
Dalam penjelasan undang-undang nomor 3 tahun

3992 dikemukakan bahwa:

"Pada dasarnys program int menekankan
perlindungan tenagsa kerja vang selektif
mempunyai kededukan vang 1lebih lemah. Oleh
karena itu pengusaha memikul tanggung Jawab
utama dan secara moral pengusaha mempunyai
kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan
kesejahteraan tenaga kerja, disamping itu
sudah sewajarnya apabila tenaga kerja Jjuga
berperan aktif untuk ikut bertanggung Jjawab
atas pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga
kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga
kerja dan keluarga dengan baik”.
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Pengusaha memikul tanggung Jjawab utama untuk
meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga
kerja. Menurut Sendjun H. Manulang: V"Dengan
sendirinysa bagi pengusaha ysng belum menjadi peserta
asuransi sosial ‘ tenaga kerja, jaminan-jaminan
tersebut menjadi tanggung Jjawab perusahaan itu
sendiri”.d

Ruang lingkup Jaminan Sosial Tenaga kerja
dimaksud meliputi:
1.Jaminan Kecelakaan Kerja
Merupakasn jaminan kepastian pendapatan untuk menang
gulangl sebagian atau seluruh penghasilan tensga
keria vang hilang sebagsai skibat kecelakaan kerja.
Kecelakaan kerja dimaksud termasuk kecelakaan vyang
terijadi dalam perjalanan menuju ketempat kerja dan
pulang dari tempat kerja melalui jalan yang wajar
atau sering dil=alui. Jaminan kecelakaan kerja
meliputi: >
a.Biaya pengangkutan:

b.Biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan;

c.Biaya rehabilitasi;
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d.3Santunan berupa uang, yang meliputi:
d.1.Santunan sementara tidak mampu bekerja:

.Santunzn cacat sebagian untuk selama-lamanys;

(o8
™~

d.3.Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik
fisik maupun mental;

d.4.5antunan kemstian.

2.Jaminan Kematian
Tenags kerja yang meninggal dunia bukan akibat
kecelakaan kerja. keluarganya berhak atas Jjaminan
kematian yang meliputi biaya pemakaman dan santunan
berupa uang.

3.Jaminan Hari Tua
Tenagas kerja vyang telah mencapai wusia 55 (lima
puluh lima) tahun atay caéat total tetap. berhak
stas Jjaminan hari tua. Jaminan hari tua dapat
dibayarkan kepada tenaga secara sekaligus atau
berkalsa. |

4 Jaminan Pemeliharaan kesehatan
Tenaga kerja beserta keluarganya (istri atau
suami dan anak ;ang jumlah wmaksimal 3 orang),
berhak atas Jjaminan pemeliharaan kesehatan yang
meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan
(preventify, penyembuhan (kuratif) dan

pemeliharaan (rehabilatatif).
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Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 dan 3 PP No. 14 tahun
1893. bahwa iuran jaminan kecelakaan kerja, Jjaminan
kematian dan -jaminan. pemeliharaan kesehaéan
ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, sedangkan iuran
jaminaﬁ hari tua ditanggung bersama oleh pengusaha
dan tenaga kerja.

Sehubungan dengan pentahaéan kepesertasan,
pengusaha pemegang hak pengusahaan HTI belum wajib
untuk mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program
jJaminan sosial tenaga kerja tersebut, sampail dengan
dikeluarkannya Peraturan Nenteri Tenaga kerja tanggal
23 Agustus 1984 Nonmor PER-03/MEN/1934 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjsa
bagi tensaga kerja harian lepas. tenaga kerja borongan
dan tenaga kerja kontrak.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri tersebut. yang

dimaksud dengan:

- "Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja
yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan
pekerjaan tertentu vang berubsh-ubah dalam hal
waktu maupun_ kontinyuitas pekerjaan  dengan
menerima upah didasarkan atas kehadirannya
secara harian.

* Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja vyang
bekerja pada perusahaan  untuk melakukan
pekerjasn tertentu yang berubah-ubah dalam
waktu dengan - menerima upah didasarkan atas
volume pekerjaan atais satuan hasil kerja.
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"Tenaga kerja kontrak adalah tenags kerja vyang
bekerja pada perusahsaan untuk melskukan
pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang
disesuaikan atas kesepakatan untuk hubungan
keria untuk waktu tertentu dan atau selesainya
pekerjaan tertentu.

Pembedaan tenaga kerja harian lepas, tenaga
kerja borongan dan tenaga kerja kontrak pada dasarnya
adalah untuk penentukan upah, sedangkan dari segi
kontinyuitas pekerjaanya adalah tidak tetap. Dengan
selesainya pekerjaan berarti hubungan kerja antara
majikan dan pekerja juga berakhir.

Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
PER-03/MEN/1994, mewajibkan pengusaha untuk mengikut
sertakan seluruh tenaga harian lepas, tenaga kerja
borongan dan tenaga kerja kontrak dalam program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Secara lebih khusus
peraturan tersebut lebih menekankan pada perlindungan
jaminan kecelakaan dan perlindungan jaminan kematian,
sesuai dengan sifat wusaha HTI dengan resiko
kecelakaan kerja yang cukup tin¥gi.

Walaupun pengusaha pemegang hak pengusahaan
HTI memikul tanggung jawab utama dan secarsa no;;1
mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan
dan kesejahteraan tenaga kerjanya, pelaksgnaan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh pengusaha

[}

pemegang hak pengusahzan HTI adalah: tergantung
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dari isi norma hukum itu sendirt. sanksinys,
aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-
faktor ekstra yuridis vang bekerja atas difinyﬁ".lo
Program Jaminan sosial tenaga kerja dalam
penerapannya tidak semata-mata ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, akan
tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor
vang turut menentukan bagaimana respon yang akan

diberikan oleh si pemegang peranan adalah:

1.S5anksi-sanksi yvang terdapat di dalamnya;

2.Aktivitas dari lembaga-lembagas atau badan-badan
pelaksana hukum:

3.Seluruh komplek kekuatan sosial. politik  dan
lain-lainnya bagi yang bekerja atas diri pemegang
peranan ity.ll

Oleh ksrena 1itulah perusahaan pemegang hak
pengusahaan HTI di Kalimantan Barat akan mengikut

sertakan tenaga kerjanya dalsam program jaminan sosial

-

10gobert "B.  Seidman, Dikutip dari Satjipto
" Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan
Iloy Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hal. 189;

115atjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Tlmu Sosial
bagi perkesbangan Ilsuy Hukum, Alumni, Bandung, 1977,
hal. 30; ’
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tenaga keria ditentukan oleh isi peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya (undang-undang
nomor 3 tahun 1992 serta peraturan pelaksanaannya),
aktivitas dari lembaga-lembaga atsau badan-badan
pelaksana hukum yaitu Departemen Tenaga Kerja Wilayah
Kalimantan Barat atanu Kepcolisian, PT. Jamsostek
(Persero) cabang Kalimantan Barat dan Tenaga Kerja

dalam Pembangunan HTI di Kalimantan Barat.
5.Metode Penelitian

5.1.Pendekatan HMHasalah

Sesuai dengan tujuan penelitian, maks metode
pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini
pada dasarnya adalah pendekatan yuridis sosiologis
dan ditunjang oleh pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan adalah
mempelajari' dan meneliti hukum sebagai ‘law in
action, yaitu selain menyangkut pelaksanaan
Program janinan_Sosial tenaga Kerja oleh pengusahs
Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Barat dan
juga menyangkut hukum yang terdapat dalam hubungan
kerja antara Pengusaha Hutan Tanaman Industri -
dengan tenaga kerjanya {(Autonom Arbeidsrechts),
terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan
dan. perlindungan tenaga kerja. Sedangkan yang

dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah

mengkaji  persaturan perundang-undangan yang
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mengatur tentang peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan tenaga kerja khususnya mengenai
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5.2.Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian meliputi seluruh wilayah
Daerah TK. I Kalimantan Barat yang terdiri dari B8
{enam) Daerah Tingkat II d4i mana terdapat areal
HTI, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HTI
DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT

A g o et s
fadodederdadoior i dn o g e e e e e e

(s/d Bulan Juli 1995)

Jumlah Perusahaan| Luas Areal | Realisasi Ket.
Kabupaten Pemegang Hak (Ha) Fisik (Ha)
Pengusahaan HTI
1. Pontianak 4 151.715 7.598
2. Sanggau & 828.900 9.880,10
3. Sintang ) 122.850 25.991 .68
4, Putussibau/ 2 o 15.700 377,87
Kapuas Hulu :
5. Ketapang 3 138.300 941,89
&. Sambas 1 120.000 -
- 22 1.400.7350 46,426,14

Sumber : Departemen Kehutanan
Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Barat
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5.3.Populasi dan Sampel

a.Populasi

TESIS

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

a.1. Sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan
pemegang hak pengusahaan HTI yang terdapat di
kalimantan Barat;

a.2. Tenaga kerja - yang bekerja di areal HTI
di Kalimantan Barat;

a.3. Pejabat kantor Departemen Tenaga Kerja
wilayah Kalimantan Barat;

a.4. Pejabat PT.Jamsostek {persero) Cabang
Kalimantan Barat.

.Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah:

b.1.

Semua perusahaan pemegang hak pengusahaan HTI

di Kalimantan Barat yaitu sebanyak 22

Perusahaan (sampel total);

. Tenaga kerfa/keluarga tenaga kerja yvang

pernah menerima santunan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja;

b.3._Satu orang pejabat pada Kantor Departemen

Tenaga EKerja Wilayah XKalimantan Barat;
Satu orang pejabat padas Kantor PT.Jamsostek

(Persero) Cabang Kalimantan Barat.
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5.4.Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data
a.Sumber data
a.l. Bahan hukum, berupa perundang-undangan
vang mengatur ‘tentang ketenagakefjaan
khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan
dan perlindungan tenaga kerja berupa Jjaminan
sosial tenaga kerja. Selain § itu Jjugsa
dilengkapi dengan teori-teori hukum vangd
berhubungan dengan penggunaan hukum sebagai
sarana untuk mencapai tujuan yang
dicita-citakan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja;
a.2, Data lapangan, wmerupakan .infornasi vang

diperoleh dari hasil penelitian lapangan
melalui penyebaran kuisioner dan wawancara

kepada responden.

b. Prosedur Pengumpulan Data

TESIS

b.1.Bahan Hukum

Bahan hukum vyang terdapat .dalam berbagai
literatur baik berupa peraturan perundang-
undangan wmaupun karya ilmiah, dikumpulkan

dengan menggunakan sistem kartu. Bahan hukunm

dibatasi menurut sifat keilmuannysa, khususnya

vang berkaitan dengan tenaga kerja yaitu
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Jaminan Sosial tenaga Kerja. Bshan hukum yang
terkumpul dan tercatat dalam kartu meliputi,
permasalahan vang ditemukan, argumentasi
serta alternaﬁif pemecahan masalaﬁ yang
dipergunakan dalam proses pengolahan data.
Data Lapangan
Data lapangan diperoleh melamdui penyebaran
kuisioner kepada 22 (dua pulu dua) pengusaha
pemegang hak pengusahaan HTI di Kalimantan
Barat. Kuisioner disusun secara terarah dan

sistematis dengan bentuk pertanyaan' tertutup
(close guestion). Sumber data lapangan
lainnya diperoleh dari ténaga kerja/keluarga
tenaga kerja yang pernash menerima santunan

Jaminan Sosial tenaga Kerja, pejabat
Departemen Tenaga Kerja Wilayah kalimantan
Barat dan pejabat PT.Jamsostek {(Persero)
Cabang Kalimantan Barat melalui wawancara
dengan berpedoman pada daftar wawancara vyang
telah disusun terlebih dahulu secara terarah

dan sistematis sesuai dengan masalah yang

dibahas.
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6.Pengolahan dan Analisis Data

Data vyang terkumpul, baik data lapangan maupun
bahan' hukum =akan diolah dan "dianalisis. Pengolahan
data hasil pengumpulan data 1§pangan dilakukan
dengan cara editing, koding dan dilanjutkan dengan
perhitungan yvang sederhana dan disajikan dalam bentuk
tabel-tabel. ‘Analisis data dilakukan dengan &sra
kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan landasan
pemikiran pada tinjauan pustaka dengan menafsirkan
data atau gejala berdasarkan teori-teori hukum yang

mempunyai relevansi dengan pembahasan.

7.Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab
dengan uraian sebagai berikut:

Bab I. Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat
masalah ya;g melatar belakangi perlunya diadakan
penelitian, pernasalahan serta tujuan penelitian
tentang jaminan sosial tenaga kerja dalam pembangunan
’HTI di Kalimantan Baratl Untuk mempertajam pemikiran

dalam menguraikan masalah penelitian, maka dalam
-tinjauan pustaka diuraikan juga beberapa teori-teori
yang mempunyali relevansi dengan pembahasan masalah.

Selain itu dalam metode penelitian memuat tentang
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metode pendekatan, wilayah penelitian, populasi dan
sampel serta pengolahan dan analisis data.

Bab II. Merupakan Bab yang menguraikan tentang
konsep perlindungan hukom tentang Jjaminan sosial
tenage kerja berdasarkan Undang-undang nomor 3 Tahun
1982 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
beberapa peraturan pelaksanaannya.

.Bab III. Herupakan Bab yang nexfuat tentang
pengolahan dan analisis data, baik data lapangan
naupun bahan hukum, sehingga gambaran tentang
pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja oleh pengusaha
HTI di Kalimantan Barat akan menjadi lebih jelas.

Bab IV. Merupakan Bab Penutup yzang berisi

kesimpulan dan saran-saran.
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BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MELALUI

PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

A. Hubungan Antara Pengusaha/Majikan dengan Tenaga Kerja
1. Pengertian
a.Tenaga kerja.

Hinzgs sekarang masih belum ‘terdapat
kegeragaman 1istilah untuk menvebut tenags keris,.
nisalnya buruh., karyawan. pekerja. pegawai. Namun
sesungguhnva dapat dipahami bahwa maksud dari semua
peristilahan tersebut adalsh sama: yaitu: orang vyang
bekeria pada orang lain dan mendapat upah sebagai
imbalannya . !

‘Unruk keperluan tertentu sebagsil dikehendaki undang-
undang vang bersangkutan., kadang-kadang diadakan

perluasan atiau penvempitan dari perumussn vang
sebenarnva’

[N

Henurut undang-undang no.22 tahun 1957 tentang
Penvelesaian Perselisihan Perburuhan baflwa buruh
adalah barang siapa bekerjia pada wmajikan dengan

»n
menerima upah. Sementara itu menurut Undang-undang

lparwan Frinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.
Citra Aditya Bavti, Bandung. 1994. hal. 22:

zlman Soepomo. Pengantar Hukum Perburuhan, -Djam-—
batan, Jakarta, 1995, hal. 28:
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Nc.33 Tahun 1847 tentang EKecelakasn Keriz bashws rwang
diqaksud dengan kata buruh ialah tiap orang vang
bekeria padza maiikan di perusahaan yang diwasiibkan
memberikan tunjangan dendgan mendapat upah. Tenaga
keria menurut Undang-undang Pokok Tenaga Keria adalah
r.iap orangd vyang mampu melakukan pekerjaan., baik
didalam ﬁaupun diluar hubungan keria ®guns
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, Undang-undang Jamsostek
mempergunakan istilah tenaga kerja dengan pengertian
vang sama yang diberikan oleh Undang-undang Fokok
Tenaga kerja.

Guna kepentingan pemberian jaminan kecelakaan
kerjg. Undang-undang Kecelaksan Keria dan Undang-
undang Jamscstek memperluas pengertién tenaga kerja.
sehingga meliputi:

(a) Magang dan murid vang bekeria pada perusahaan
baik yang menerima uﬁah maupun tidak.

th) Mereka yang memborong pekerjasn kecuali jika vang
memborong adalah perusahaan. ‘

te) Heréka vang bekerja pada segseorang vang
memborongkan pekeriasan vang biasanya dikeriakan
di perusahaan vang diwajibkan pemberikan
tunjangén.

td) Narapidana yvang dipekerjakan di perusahsaan.

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

[

Bab VII & Buku III

i

UH . Perdara rtaenrtang
Perianiisn untuk melakukan pekerjaan. Pada Pasal 1603
y KUH.Perdata itu menvebutkan. bahwa ketentuan Bab
int tidak berlaku bagi orang vyang bekerja pada
negara. daerah atau bagian daerah, kota praja. subak
atau badan resmi lainnya, kecuali Jika baik
sebelumnnya atau pada ﬁermulaan hubungan keria oleh
atay atas nama para pihak maupun dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku. Oleh
karena 1itulah pegawail negeri tidak dapat disebut
buruh. Bagi pegawai negeri berlaku Undang-undang No.8
Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

Istilah buruh sudah tidak dipergunakan
lagi. Beberapa. peraturan perundang-undangan vang
dikeluarkan terakhir cenderung menggunskan iétilah
renaga keria. Hal ini sesuai dendgan unit pemerintah

vang menanganinva yaitu Departemen Tenaga Keria.

Pengusaha/Majikan

Demikian Jjuga halnysa dengan arti kata majikan
vang kadang-kadang diperluas guﬁa keperluan materi
vang di;;ur oleh suatu undang-undang. Misalnya dalam
Undang-undang EKecelakaan Kerja. Yang dimaksud dengan
majikan adalah tisp orang atau badan hukum vyang

mempekeriakan buruh. Fasal 1 ayat (2) Undang-undang

Reria Tahun 1948 menentukan bahwa dalam arti kata
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(%Y

majikan termasuk jugs kepala. pimpinan atau pengufus

perusahasan atau bagian perusahsan.

Selain menggunaskan istilah majikan sebagaimana
tersebut diatas, beberapa undang-undang menggunskan
istilah pengusaha. Pengusaha menurut pasal 1 ayat (3)
Undang-undang Keselamatan Kerjas ialah:

(a) Orang atan ®*hadan hukum yvangd menjalankan suatu
usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu
dipergunakan tempat kerja.

{b) Orang atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan suatu usaha bukan miliknya
dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja.

(c¢) Orang atau badan hukum vang di Indonesia mewakili
orang atau badan hukum termaksud dalam 2 dan b,
jikalau yang diwakili berkedud;kan diluar
Indonesia.

Undang-~undang Jamsostek menggunakan istilah
pengusaha yang artinya adalah
(a) Orang, persekutuan atauy badan hukum vang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

(b) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan ‘ bukan
miliknya.

(¢) Orang, persekutuan atau badan hukum Y?ng berada

di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana
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LT}

dimaksud daism hurv a dan huruy

th
p)
A
L]
10
3
[

herkedudukan diluar wilayah Indonesia,
Selain 1itu yang dimaksud dengan perusahsan
menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang Jamsostek
adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekeriakan

renaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak.

18}

baik milik swasta mauvpun milik negars. P:da pasal
dinvatakan bahwa usahs sosial dan usaha-usaha lain
vyang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama
dengan perusahaan. apabila mempunyai pengurus dan
nempekeriakan orang lain sebagaimana lﬁyaknya
perusahaan mempeherjakan tenaga kerja. Dan yang
dimaksud dengan usaha sosial dan usaha-usaha lain
vang diperlakukan sama dengan perusahsan adalah
vayasan. badan-badan. lembagﬁ—lembaga ilmniah serta
badan usaha lainnya dengan nama apapun yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan tenags keria.

Dari wuraian diatas dapat dikatakan bahwa pada
dasarnya 1istilah majiikan dan pengusaha mengandung
pengertian yang‘sama terutama dalam kaitannya dengan
hubungan keria dengan tenaga kerjanya. Sedangkan
perusahaan adalah 1lembaganya yang menurut Undang-

undang Jamsostek pengertiannyes lebih diperluas.

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

A
A

2 .Hubungan hukum antara pengusaha/majikan dengan tenaga
kerja

f'alam hubungan keria antara pengusaha dengan
tenaga keria terdapat suatu hubungan hukum dimana hak
dan kewaiiban disatu pihak (pengusaha) berhadapan dengan
hak dan kewaiiban dilain pihak (tenaga keria). Hubungap
keria mana didasarkan atas perjanjian kerja yang dibuat
cleh para pihak.

Dalam pembuatan suatn perjanjian maka syarat
sahnya suatu perianjian sebagaimana ditentukan dalam
pasal 1320 KUH.Perdata harus dipenuhi. yaitu:

(a) Sepakat mereka vang mengikatkan dirinya.
Sepakat dalam arti tidak ada kekhilafan. tidak ada
paksaan atau penipuan (pasal 132i KUH perdata)

(b)) KEecakapan para pihak.
Artinvya bsahwa paras pihak harus telash cakap hukum
(dewasa). Pasal 330 KUH perdata nenentukﬁn bahwa
seseorang telah cakap hukum (dewasa) apabila telah
berumur 21 tahun ;tau telah kawin sebelumnya.
Fasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Rerja
No.12 Tahun 1948 menentukan bahwa ;;orang pekerja
telah cakap hukum (dewasa) apabila telah berumur 18
tahun.

t) snatu hal tertentu

drtinya bahwa objiek perjanjiian ita harus ada.
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migalnvs ¢Ca2iam perianiian keria obieknvra adalianr
oceyaraan
"Teniizh perjaniian keris menvatakan bahwa

perianilan 1nl mengenal keria vakni dengan adanva

cerjaniian keria timbul kewaiiban suatu pihak untuk

W

balaria”
eyeTTa |

41 33t1 sebab vang halsl.

3 {

asal 1337 XUH, Perdata: menentukan bahwa suatu sebab
adalah terlarang oleh undang-undang. atau apabilsa
perlawanran dengan kesusilaan baik =atau ketertiban
unum. Sebab vyvang halal menyangkut isi perjaniian
vang harus memenuhi ketentuan pasal 1337 EKUH perdata
tersebur.

Dalam pembuatan perjaniian, pasal 1320 EUH.
Ferdata tersebut tidak mensyaratkan suatu bentuk
rtertentu artinva bahwa perianiian dapat dilakukan
secars lisan. Dengan dipenuhinya syarat-syarat sshnya
perjaniian tersebut maka lahirlah suatu habungan hukum.
"Perjaniian keria adalah suatu perj;njian yvang
dibuat antara pekerja dengan majikan/pangusaha
dengan objeknya adalah pekerjaan. Dalam

perjanjiian itu akan dimuat neggenai hak dan
kewaiiban dari para pihak-pihak”. )

3ibid.. hal. S52:

«

qL‘:arwan Prinst, op.cit., hal. &7
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A

Dengan demikian maka hubungan keris terjadi

setelah diadakan perjanjian kerja. Menurut Iqan Soepomno

bahwa

"Pada dasarnya hubungan kerja, vaitu hubungan
antara buruh dan majikan terjadi setelah
diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan dimana
buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja
pada majikan dengan menerima upah, dimana majikan
menvatakan kesanggupannya ugtuk menpekerjakan
buruh dengan membayar upah .

F.X Djumialdji, Dalam bukunya perjanjian kerja

menulis bahwa:

“"Hubungan hukum antara buruh dengan majikan selain
diatur oleh hukum otonom, artinya
ketentuan vang dibuat oleh majikan dengan buruh
itu sendiri. juga diatur oleh hukum Heteronom,
artinya ketentuan yang ditetapkan oleh
pembentuk undang-undang .

L.J Van Apeldoorm. menulis bahwa:

“"Hubungan perburuhan (kerjia) tidak semata-mata

dikuasai oleh undang-undang {dalam arti
materil). Disamping peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh Pemerintah ada pula yvang
dinamakan Autonoom arbeids recht (peraturan-

peraturan gang dibuat oleh buruh dan najikan
sendiri)

5Iman Soepomo, op.cit., hal. 52;

&¢ |
Jakarta,

¥ ,Djumialdji, Perjanjian KerJja, Bumi Aksara,
1994, hal. 23:

7L.J. Van Apeldoorm, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1993, bhal. 3I70;: )

TESIS
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Lari uraian di atas dapat diketahod bahws
hubungan huakum antara pendgusaha/malikan dengan tenaga
kerja dapat terjadi karena perjanjidn kerja dan
peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum yang lahir
dari perjanjiian kerja vang dibuat oleh majikan dengan
tenaga' kerja menyangkut hak dan kewajiban kedua belah
pihak bersifat hukum privat. Sedangkan hubungan‘ hukum
vang terjadi karena ketentuan peraturan
perundang-undangan bersifat hukum publik karena
ketentuannya mengenal sanksi pidana. Dalam pada itu F.X
Dijumialdi mengemukakan:

.......... hukum perburuhan sebagai hukum yang
berdiri sendiri mempunyai ciri khusus vaitu
mempunyai sifat hugum privat maupun mempunvyai
sifat hukum publik”.

Sesuail dengan sifat dan hakekat hukum ketenaga-
kerjaan vyaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan
dan hak-hak tenaga Kkerja maka peraturan perundang-
undangan yang dibuat selalu memust sanksi pidana,
misalnya dalam Undang-undang Pokok Tenaga EKerja memuat
ancaman sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan atan dendg setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.
Undang-undang Jamsostek memuat ancaman sanksi pidana
berupa hukuman kurungan selama-lamanys 6 (enam) bulan
atau denda setinggi-tingginya lima puluh juta rupish dan
pidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan dalam

hal terjadi pengulangan tindak pidana dimaksud.

8 x.Djumialdji, Op cit, hal. 17:
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3.Hak dan Kewajiban Pengusaha/Majikan dan Tenaga EKerja

Perjanjign kerja akan menimbulkaq hubungan kerja
antara pengussha/majikan dengan tenaga kerja yang berisi
hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing
pihak. Hak dari tenaga kerja merupakan
kewajiban bagi pengusaha/majikan dan hak dari
pengusaha/majikan neruﬁakan kewajiban bagi tenaga keria.

a. Hak dan Kewajiban Pengusaha/Majikan.

Hak pengusaha/majikan adalah meminta kepada tenagsa
kerja untuk melakukan pekerjaan sebagaimana telah
diperjaniikan dalam perjanjian kerja. Sedangkan
kewajiban pengusaha/majikan adalah membayar upah kepadsa
tenaga kerja disamping kewajiban-kewajiban lainnyz vang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

"Upah bagi buruh sebagai akibat perjanjian kerja
merupakan faktor wutama, karena Jjustru upah
itulah yang merupakan sarana penting bagi buruh
guna menghidupi buruh demi kelangsungan hidupnya
beserta keluarganya™.

Hasalah pengupahan yang. diatur dalanm
KUH.Perdata tidak berlaku lagi, karena sudah diatur

dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentané

Perlinduﬁgan Upah. Masalah pengupahan yang diatur dalam

9wihono' Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, Rineka
Cipta., Jakarta, 1991, hal. 195;
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KUH. Perdata bersifat Hukum Privat sedangkan ketentuan-
ketentuan tentang pengupahan yang diatur dalam. Peraturan
Pemerintah No. B8 Tahun 1981 bersifat Hukum Publik karena
adanya ancaman sanksi pidana yaitu pidana kurungan
selapa-lamanya 3 (tiga) bulan ataz denda setinggi-
tingginya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Menurut pasal 1802.y KUH. Perdata, pengusaha yang
baik wajib melakukan atau tidak melskuksn segala sesusatu
vang dalam keadaan yang sama seharusnya dilskukan atau
tidak dilakukan dalam lingkungan perusahaanny=a.

"Ketentuan tersebut mengandung arti yang sangat

luas dimana pengusaha itu harus berbuat dan

bertindak sebijaksana mungkin: ,

a.Apa yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum
harus dilakukan, dibiasakan untuk dilakukan
dengan sebaik-baiknya.

b.Apa yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum
harus dicegah dan dihindari, dibiasakan .untuk

dicegah, dihind?ﬁi dan tidak dilakukan dengan
penuh ketszatan”™.

b.Hak dan Kewajiban Tenagg Kerjn.

Hak tenaga kerja adalah menerina upah yang
disertai dengan kewajiban utama yaitu melakukan
pekerjaan sesuail perjanjian kerja yang telah dibuat.
Buku III ®ab. VII A bagian keempat mengatur tentang

kewajiban'buruh, vang dalam pasal 1603 menyatakan buruh

1OG.Kartasapcetra, R.0. Kartasapoetra, A.G.Karta-
poetra, Hukum Fgrburuhan di Indonesia Berlandaskan
Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 59;
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diwajibkan melakukan pekerjaan vang dijanjikan sesuai
dengan batas-batas kemampuannya. Sepanjang sifat dan
luas pekerjaan vyang harus -dilakukan tidak diuraikan
dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka hal
itu ditentukan menurut kebiasaan.

Didalam pasal 1603 d KUH. Perdata disebutkan bahwa
pada umumnya buruh wa}ib nelakukan atau tidak melakukan
segala sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak
dilakukan oleh seorang buruh yang baik, dalam keadaan
vangd sama. EKewajiban ini merupakan kebalikan dari
kewajiban majikan untuk bertindak sebagai majikan yang
baik.

Dengan demikian tenaga kerja wajib untuk
nelaksanakan kewajibannya dengan baik seperti yang
tercantumr dalam perjanjian kerja, peraturan perundang-
undangan, kepatutan maupun kebiasaan.

Selain hak yang tercantum dalam perjanjian kerja,
peraturan perundang-undﬁngan vang dibuat oleh penguasa
juga memuat hak-hak tenaga kerja dalanm rangka
perlindungan dan éeningkatan keseiahteraan tenags kerja.
Hak-hak tersebut antara lain terdapat dalam Undang-
Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tgnaga
Kerja, seperti
1. Tiap tenaga kerja berhak untuk mendapat per{indungan

atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan
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moril kerja serta perlakusan yang Sesuai dengan
martabat manusia dan moral agama;

2. Tiap tenaga kerja berhak wmendirikan dan menjadi
anggota perserikatan tenaga kerja. Selanjutnya
ditegaskan bahwa perserikatan tenaga kerja diadakan
untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan
tenaga kerja; .

3. Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan

perjanjian kerja bersama (PEKB) dengan pemberi kerja.

4 .Kedudukan Pengusaha/Majikan dan tenaga kerja dalam
habungan kerja.
Perumusan perjanjian kerja menurut pasal 1601a
KUH Perdata adalah sebagai berikut : Perjanjian kerja
adalah perjanjian dengﬁn nansa pihak yang satu, buruh,
nengikatkan diri untuk dibawah pimpinan pihak wyang lain,
majikan, untuk waktu tertentu, melakukan
pekerjaan deﬁgan menerima upah. Menurut Iman Scepomo:

“"Perumusan ini adalah kurang lengkap karena disini
vang mengikatkan diri hanyalah pihak buruh saja,
tidak juga pihak lainnya, yaitu majikan. Padahal
pada tiap perjanjian yang berdua pihak, yang
mengikatkan diri adalah kedua belah pihak vyang
bersangkutan. Perumusan semacam itu adalah sangat
mungkin terpengaruh oleh pandangan jaman ke jaman
di masyarakat manapun juga, yang memandang orang-
orang vang melakukan pekerjaan, terutama
melakukan pekerjaan untuk kepentingan orang lain,
sebagai orang-orang vyang derajatnya sangat
rendah. Memang ekonomis derajat mereka adalah
rendah. Mereka =adalah orang-orang yang tidak
‘punya. Sebaliknya mereka yang memberi pekerjaan,
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mereka vang kepentinggnnwva dikeriguan olen orang-

orang tadi. mempunval KkKedudukan vanglltinggi.

Mereksa adalah orang-orang ekonomi kuat'.

Menurut Halili Toha dan Hari Framono. bahwa
“Hubungan antara buruh dengan majikan adalah sebagail

bherikut

a.5ercara vyuridis buruh adalah memang bebas. oleh
karena prinsip negara kita islah bahwa tidak

senprangpun _boleh diperbudak.diperulur atau
diperhamba:
b.Secaras sosiologls adalah tidak bebas, sebab

sebagal orang yang tidak mempunyai bekal hidup
selain dari pada tenaganya itu. ia terpaksa untuk
bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yigg
pada dasarnya menentukan syarst-syarat kerja” . *+*

Uleh Karena itulah penguasa (Pemerintah) mengada-
kan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan vang
bertujuan melindunzi pihak yang lemah cdengan Jjalan
nembatasi hak-hak pihak yang kuat ekonominva.

"Pembatasan kebebasan terutama bagi - pihak vyang

ekonominya kuat sebagsi akibat dari perlindungan

pihak vang ekonominya lemah terhadap mereka vang
ekonominya kuat. adalah soal biasa dan bukan aneh,

lebih—le?ih dalam suasana cita-cita keadilan
sosial” .+t

1l1pan Scesomo « Hukum Perburuhan Bidang Hubungan
Kerja. Djambatan. Jakarta, 1983. hal. 41:

12,,31i1i Toha dan Hari Pramono. Hubungan Kerija
antara Majikan dan Buruh. Rineka Cipta, Jakarta., hal. 3:

u

31 man Soepamo, op.cit., hal. 9;
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Dengan demikian pihak-pihak yang terkait dalar
hubungan kerja yaitu pengusaha‘majikan. tenaga kerja dan
penguasa (Pemerintah).. Pemerintah dalam - hal ini
menempati posisi dan menjalankan peranan sebagai
pengasuh,., penbimbing. pelindung dan pendamsi.

Dalam pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila
keéja sama antara pengusahs dengani tenaga keria
didasarkan atas Asas Partnership vang mengandung 2 (dua)
segi:

"Pertama adalah partner dalam produksi (partner in

production) vang menimbulkan  kewajiban
bagi buruh untuk meningkatkan produksi barang dan
Jjass bagi perusahaan. Dan kedua sebagai

imbangannya ialah partner dalam keuntungan
perusshaan guna meningkatkan kesejahteraan buruh
dan keluarganya, baik dalam bentuk
kenaikan wupah, perbaikan syarst-syarat kerja

maupun Jjaminan sosisl lainnya’.
Pengusaha dan tenaga kerja mempunyal tanggung
Jjawasb bersama (partner in responsibility). [Dimana tenags
+*eria ikut bertanggung Jjawab satas maju nundurnya
perusahaan serta menjaganya dengan sebaik-baiknya.
Dilain pihak pengusaha harus merasa ikut

bertanggungiawab terhadap kesejahteraan tenaga keria dan

keluarganysa.

14Sukarno. Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia

dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Alumni, Bandung,
1982, hal. 68;
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Dengan demikian berarti bahwa sntara pengucsaria
dengan tenaga kerja adalah teman seperjuangan dalam
suasana serba keselarasan. keserasian dan Kkeseimbangan

dalam proses produksi barang dan jassa.

B.Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1.Pengertian

L
Berlakunya Undang-Undang Kemiskinan di Eropabh padz

Abad ke-19 merupakan awal daril terselenggaranya Jaminan
Sosial Tenaga Kerja di dunia. Undang-Undang keniskinan
tersebut mengatur tentang pemberian bantuan kepada
orang-orang mniskin vang benar-benar tidak memiliizi
sumber penghasilan. Pemerintah Jerman di bawah Kanselir
2tto Van Bismark membentuk suétﬁ sistem perlindungan
sosial ekonomi bagi peke;ja industrinvya yanrg Kkemudisn

merupakan sistem asuransi sosial pertama di dunia.

0]

Jahinan sosial vyang memberikan bantuan kepzda
N orang-orang miskin yang tidak mempunyai penzhasilan,
lebih dikenal dengsn sebutan bantuasn sosial. Bantuan
sosial diaﬁur dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1874
tentang Keﬁentuan—ketentpan Pokok Kesejahteraan Sosial
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
Eetentuan tersebut merupakan pelaksansan lebih lanjut

dari pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
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Frogram bantuan scosial tersebut meliputi segals
bantuan dan pembinaan vang diberikan kepada mereka vang
menijadi korban bencana alﬁm dan sosial. seperti gempa
bumi.banjir. huru hara dan pergolakan sosial maupun yang
terganggu kemampuannys untuk mempertahankan hidup
seperti cacad tubuh. lanjut usia. yatim piatu, pakir
miskin dan keorban narkoetika. Dalam pelaksangannva
Program Bantuan Sosizl ini menjadi tugas pokok
Departemen Scosial yang dibiayail dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN).

Pengertian Jaminan Sosial meliputi bantuan sosial
serta asuransi sosial sebagaimana didefinisikan oleh
Internationsal Labour Organisation (ILO)Y dalam
KEonvensinva mengenal standard Jaqinan Sosial vang
rertuang dalam Sosial Security (Minimum Standard)
Convention 1952 (No. 102) yaitu

“Jaminan sosial sebagai usaha pemnerintah untuk
melindungi masyarakat (atau sebagian besar anggota
masyarakat) dari tekanan ekonomi vang bisa
menxebabkan hilangnya penghasilan karena sakit,
pengangguran. cacat, hari tua. dan
kematian., untuk menyediakan bagi masyarakat itu
pemeliharaan kesehatan yang dibutuhkan dan untuk

memberikan ban;gan - kepadsa keluargs dalam
memelihara anak”.*

15Sentanoe Kartonegoro, Jaminan Sosial Prinsip dan
Pelaksanaannya di Indonesia, Mutiara, Jakarta, 1982,
hal. 29; )
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Jhon €. Turrbull. mengartikan. “Jaminan Sosial
sebagal suatu kKeadaan vang terlindungi atau aman dari
berbagai " ancaman dan bahaya, tetapi membatasi Jjaminan
tersebut pada bidang ekonomi saja".ls

“Sedangkan dalam pengertiﬁnnya yvyang murni, Jaminan
sosial diartikan sebagail asuransi sosial.

Dalam pengertian vang murni tersebut jaminan

sosial diartikan sebagai perlindungan terhadap

hilangnya penghasilan, seperti dalam pemberhentian
kerja, dan/atau terhadap tambahan yiaya hidup
seperti dalam perawatan waktu sakit.l

Undang-Undang Jamsostek memberikan pengertian
tentang Jamsostek sebagaimana terdapat pada passal
1 avat 1 vand dapat dijelaskan lebih lanjut yaitu
perlindungan vang diberikan adalah dalam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti dari
penghasilan vyang hilang atau berkurang dan Jjaminan
pelavanan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan. Untuk
menjamin sclvabilitas dan kecukupan dana guna memenuhi
hak-hak peserta dan_ kewajiban lain dari badan
penyelenggara, pengelolsan perlindungan kepada tenaga

. kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan mekanisme

asuransi (Pasal 3 dan penjelasan?

16ipid.. hal. 2&:

17 ipid.. hal. 29:
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Pagal 1 avat 2 Undang-Undang Jamsostek menyvatakarn
bahwa vang dimaksud dengan tenaga kerjg adalah setiap
orang vang mampu melakukan pekerjaan baik didalam naupﬁn
diluar hubungan kerdia. Akan tetapi dalam penjelasan
menyvebutkan bahwa mengingat obiek yang mendapat Jaminan
sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang ini
diprioritaskan bagi ténaga kerja yang pekerja pada
perusahsan, perorangan dengan menerima upah. maka kepada
tenaga kerja diluar hubungan kerja atau dengan kata lain
tidak bekerja pada perusahaan, peraturan tentang jaminan
sosial tenaga kerjanya akan diatur tersendiri dengan
Peraturan Pemerintah. Jadi sepanjang Peraturan
Pemerintah vang dimaksud belum ada maka perlindungan
vang dibherikan berdasarkan Undang-undang Jamsostek hanya
bagi tenaga kerja vyang melakukan pekerjaan dalam

hubungan kerja.

.Hokum Positif
Beberapa peraturan perundang-undangan vang
mengatur tentang Jamsostek vyang pernah berlaku di
Indonesii sejak Kemerdekaan adalah sebagai berikut ;
a.Undaﬁg—Undang Kecelakaan 1847
Undang-Undang Kecelakaan 1947 merupakan undang—
undang vyang pertama &ang mengatur tentang kewajiban

maiikan untuk membayar ganti kerugisn kepada tenaga
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keria vyang mendapat Kecelakaan berhubung dengan
hubungan kerja.

fang dimaksud dengan kecelakaan kerja menurut
Undang-Undang Kecelakaan 1347 adalah

- Kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja.

- Penyakit yang timbul karena hubungan kerjia.

dkan t;tapi tidak semua perusahsan diwajibkan untuk
membavar ganti kerugian kepada tenaga kerjanya yang
mendapat kecelakaan kerja. Pasal 2 membatasinya hanya
pada 13 perusahaan tertentu.

Palam hal tenaga kerja mengajukan pembayaran
ganti kerugian karena kecelakaan kerja kepada
naijikannya, tenagas kerja yvang bersangkutan dibebaskan
dari kewsiiban untuk membuktikan bahwa kecelakaan
keria 1itu terjadi karena kesalahan majikan. Iman
Soepomo mengemukskan:

"Bashwa pembuktian ini bagi buruh adalah sukar, -
bahkan kadang-kadang tidak mungkin. adalzah
ielas. Jika_ memang pendak @e}iqgungi buruh,
naka harus di teﬂpuh jalan lain”.

Uleh karena itulah kecelakaan kerja dipandang

sebagai tanggung Jjawab majikan dan pemberian ganti
kerugian merupakan resiko dalam menjalankan

perusahaan (Risque Professinel). Hal ini merupakan

18103 Scepomo., Op cit.., hal. 140;

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
48

suatu keilstimewzan hukum perburuhan yang membedakannvas
dengan hukum perdata biasa. dan selanjutnya diikuti
oleh peraturan perundang-undangan berikutnya.

.Peraturan Pemerintah N0.33 Tahun 1977 Tentang

Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1977 tentang
Astek mewaijibkan perusahaan untuk wmengikut - sertakan
tenaga kerjanya dalam Program Asuransi Sosial Tenaga
Kerja dengan maksud untuk menanggulangi resike sosial
vang secara langsung mengakibatkan berkurangnys atau
hilangnya penghasilan tenaga kerja kepada Badan
Penyelenggara. yaitu PT.Astek (Persero) yvang dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1877.
Yang dimaksud dengan perusahaan sebagaimana
tersebut di atas adalah semua perusahaan nilik swasta,
perusahaan yvang didirikan_nenurut Peraturan FPenanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman VHodal Asing
(PMAY, Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan
(PERSERQY dan Perusahaan Milik Negara yang didirikan
dengan atau b;}dasarkan -Undang-Undang tersendiri.
Ferusahaan-perusahaan tersebut wajib
nempertanggungkan tenaga kerjanya dalam progranm
Asuransi kecelakaan kerja, Program Asuransi Kematian

dan Program Tabungandﬂari Tua.
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Namun lebih lanijut berdasarkan keputusan
Menteri Tenaga Kerja. Transmigrasi dan Koperasi.
No.l116-MEN/1977 tentang Persturan Tata- Cara
Persysaratan Pendaftaran Pembayaran Iuran dan
Fembayaran Pensiun Asuransi Sosial Tenaga Keria,
perusahaan vang diwajibkan untuk menyelenggarakan
program Astek dibatasi hanya pada perusahaan yang
mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau
lebih atau membayar upah paling sedikit 1lima Jjuta
rupiah sebulan.

Dalam perkembangan 1lebih lanjut berdasarkan
Keputusan Menteri Tenaga Kerija No.KEP-278/MEN/1983,
perusahaan yang wajib menyvelenggarakan program Astek
adalah perusahaan yang mempekeriakan tenaga kerja
sebanyak 25 orang atau lebih atau membayar upah paling
sedikit satu juta rupiah sebulan.

Perzturan Pemerintah No.33 Tahun 1977 tentang

Astek ini merupakan peraturan perundang-undangan yang
pertama vang memberikan per"iindungan kepada tenaga
keria melalei mekanisme asuransi dalam
menanggulangi resiko sosial vyang secara lafigsung
mengakibatkan berkurangnya . atau hilangnysa
penghasilan tenaga kerja.

.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Undang-undang Jamsostek dan Peraturan

Pemerintah No.l4 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan
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Program Jamsostek sebagai peraturan pelaksanaannya
merupakan landasan untuk menciptakan kesejahteraan dan
perlindungan tenags kerja sebagai perwujudan
pertanggungan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 14 Tahun 1963 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Tenaga Kerja, khususnya pasal 10 dan
pasal 15. Kedua per;turan perundang-undangan
tersebut secara tegas nenyatakan Undang-Undang
kecelakaan dan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1877
tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja tidak
berlaku lasgi.
Dengan status Undang-Undang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja akan memberikan perlindungan yang lebih
pasti dibanding hanya sekedar diatur dengan
Peraturan Pemerintah karena Jaminan Sosial
memberikan hak (kepada Tenaga Kerja) dan membebani
kewajiban (bagi pengusaha) sehingga  memerlukan
persetujuan dari lembaga Legislatif sebagai wakil
rakyat. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
disebutkan bahwa segala tindakan 'yang menempatkan
beban kepa&g rakyat, éebagai pajak dan lainnya harus
ditetapkan = dengan Undang-Undang yaitu dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Selain. itu sifat éajib dari Jjaminan sosial

tenaga kerja mengandung sanksi pidana dalam upaya

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1
penegakan hukumnya vang menurut Undang-undang
Hukum Anara Pidana hanya dapat diatur dengan Undang-
undang.

Reberapa peraturan telah dikelusrkan dalam

rangka pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga

Keris tersebut yaitu

e. 1.

TESIS

Keputusan Presiden No.22 tahun 1993 tentang
penvakit vang timbul karena hubungan kerja
Penyakit yang timbul karena hubungan kerja
adalah penyakit yang disebabkan oleh pekeriaan
atau lingkungan kerja. Tenaga keria vang
menderita penyakit yang timbul karena hubungan
keria berhak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja
baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun
setelah hubungan kerjs berakhir. Apabila penyakit
tersebut timbul setelah dalam waktu paling lama 3
ttiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja
berakhir. tenaga kerja‘yang bersangkutan masih
tetap berhak atas Jaminan Kecelakaan EKerja. Pada
lampiran Keputusan Presiden tersebut telah
ditetapkan secara limitatif 31 (tiga puluh satu)
jenis penyakit vyang di katagorikan  sebagai

penyakit vang timbul karena hubunga kerja.
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Feraturan Menteri Tenage Keris No.d4 Tehun 18373
rentang Jaminan Kecelakaan Kerja

Feraturan Menteri Tenaga Ke}ja tersebut
mengatur tentang Perlindungan Jaminan
Eecelakaan Keria bagi tenaga kerjia vyang belun
mendapatkan perlindungan sehubungan dengan
pentahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam
pasal 19 ayat (2) dan (3 Undang-undang
Jamsostek. Pengusaha wajib memberikan Jaminan
FKecelakasn FKerja kepada tenaga kerjanya vang
tertimpa kecelakaan kerja. FPengusaha yang tidak
memenuhi kewajibannya tersebut diancam dengan
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam passl 28
Undang-undang Jamsostek.
Peraturan Menteri Tenaga Keria No.5 Tahun 1993
rentang Petunjuk Teknis Pendaftaran kepesertaan
pembayaran iuran. pembayaran santunag dan
pelayanan jaminan scsial tenaga kerja.

Merypakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No.1l4 Tahun 1993 tentang Penvelenggaraan Program
Jamsostek yang pada dasarnya memusat tentang
prosedure adninistrasi ‘dalam pendaftaran
kepesertaan. pembayaran ivran. pembayaran
santunan dan pelayanan Jjaminan sSosial tenaga

keria.
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¢.4. Feracuran Hanteri Tenada Eeris No .PER D3
MEN/1394 tentang Penvelenggaraan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerjia
harian lepas., tenaga kerja borongan dan tenags
kerias kontralk.
| Merupakan pelaksanaan lebih lanjut pasal 3
Feraturan Femerintah No.14 tahun 18393 yang memuat
tentang persyaratan kepesertaan., Jjenis program
dan besarnya iuran bagi tenaga kerja harian
lepas. tenaga kerja borongan dan tenaga Kkerja
kontralk.
d.Garis Garis Besar Haluan Negara
Dalam TAP MPR No II/MPR/1993 tentang GBHN Bab
I¥ tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam sebagai
kebiisksanaan PELITA FKeenam bidang ekonomi sektor
tenaga keria, dicantumkan bshwa Perlindungan Tenagda
Keria meliputi hak berserikst dan berunding bersama.
keselamatan dan kesehatan kerja dan Jjaminan sosial
tenaga keria vang mencakup Jjaminan hari tua, Jaminan
remeliharaan kesehatan. jaminan terhadap kecelaksan
dan Jaminsn kematian serta syarat-syarat keria
lainnva. Menurut Sentano:
"Karena pentingnys peranan Jaminan Sosial dalam

pembangunan. maka disetiap negara program

ini = selalu  menjadi . unsur strategi,g, dari
kebiiaksanasan sosial ekonomi pemerintah’”.

a

lqientanoe Kartonegoro., Op cit., hal. 109;
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3.Hak Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja Merupakan Hak
Azasi Manusia
Ketua MA., Purwoto S. Gandasubroto. SH.. dalam

makalah yang disampaikan pada Seminar DPR-RI tanggal 5
Pebruari 1993 menyatakan bahwa Hak Azasi Manusia adalah
..... Hak yang inherent dipunyai oleh setiap manusia
makhluk Tuhan dan merupakan anugrah Tuhan kepada semua
hambanya tanpa pandang bulu .20
Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa : "Hak Azasi
manusia adalah hak yang demikian melekat padas sifat
manusia sehingga tanpa hak itu kita tidak mungkin
mempunyal martabat sebagsi manusia“.21
DPalam pidato Presiden Republik Indonesia dimuka
sidang DPR/MPR pada HUT ke-45 RI (tanggal 16 Agustus
1990)‘ dinyatakan bahwa konsep hak asasi yang kita anut
adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan
beradab yang disemangati oleh sila-sila lainnya dari

T B
Pancasila” .=~

2oMardjono Rekscodiputro, Bunga Rampal Pembangunan
Hukum Indonesia, Eresco, Bandung, 1995, hal. 183:

2l ;pid.. nal. 183:

22 pid.. hal. 183:
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Lebin lanjut. Purwoto $S. Gandasubroto.SH.. dalam
makalashnya tersebut menyatakan bahwa

“Meskipun sebagian besar ketentuan-ketentuan Hak

Asasi manusia (HAM) vang ada dalam konstitusi RIS
(1843 dan UUD Sementara (1950) tidak terdapat
dalam UUD - 1945, namun tidak berarti bahwa HAM
tersebut tidak berlaku di negara BRI, karens
ketentuan HAM itu dapat ditemukan dalam pelbagai
perundang—undanggg dan hukum positif yang berlaku
di negara kita” .= .

Sebagai sarana untuk setidak-tidaknya memenuhi
beberapa kebutuhan dasar manusia, Jaminan sosial telah
diterima secara universal oleh negara-negara di dunis
baik sebagai pengentasan kemiskinan maupun sebagai
pencegah kemiskinan. Bahkan Jaminan sosial juga
dicantumkan dalam Dekralasi Universsal Hak Azasi
Manusia PBB. yaitu bahwa setiap orang berhak mendapat
perlindungan apabila mencapai haril tua. menderita sakit,
mengalaml cacat. menganggur dan meninggal dunia.

UuD 1845 Pasal 27 (2) menyatakan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjasan dan penghidupan vyang
levak bagi kemanusiaan. EKetentuan tersebut merupakan

[
landasan bagi dibentuknya Program Jaminan Sosial Tenagg
Kerja guna mewujudkan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan Jjika tenaga kerja mengalami resiko-resiko

ekonomi. Sehinggs dengan demikian tenaga kerja akan
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harkat dan martabstnys sebagai manusia.

Dengan adanva jaminan sosial. kepastian hak bagi
setisap tenaga kerijia melalui Jaminan Sosial Tenaga EKeria
vang diatur dalam Undang-undang Jamsostek merupakan

implementasi terhadap perlindungan Hak Azasi Manusia.

4.Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang

Jamsostek dan Peraturan Pelaksanaannvya.

Dalam penielasan Undang-undang Jamsostek
dinvatakan bahws pembangunan sektor ketenagakerjaan
sebagal bagian dari upaya pembangunan sumber daya
manusia merupakan salah satu bagisn yang tak terpisahkan
dengan pembangunsan nasional sebagail pengamalan Pancasila
dan pelaksanaan Undeng-undang Dasar 1245, diarshkan psada
peningkatan harkat. martabat dan kemampuan manusia serta
kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materil
maupun spiritusl.

Lebih laniut dinyatakan bahwa pada hakekatnys®
" Progranm Jamsostek ini memberikan kepastian
berlargsungnyas arus penerimaan penghasilan keluargs
sebagal pengganti sebagian atau seluruh penghasilan vang
hilang.

Jaminan snsial tenaga keria mempunyai aspek,

antara lain : “
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a.Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi

U

kehutuhan hidup minimsl bagi tenaga kerja besertsa
keluarganva.

b.Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah
menvumbanghkan tenags dan pikirannya - kepada
perusahaan tempat mereka bekerja.

« Kemanfaatan Jjamsostek pada hakekatnya bersifat
dasar untuk meniags harkart dan martabat tenaga kerja.
Dengan kemanfaatan dasar tersebut, pembiavaasnnya dapat
ditekan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh
gsetiap pengusahs dan tenags keria.

Dleh karena itulah pada dasarnya Undang-undang
Jamsostek beserta peraturan pelsksansannys mengatur

tentang Hak dan Kewaiiban Pengusaha dan Tenaga Kerja,

Kepesertsan,. besarnya iu;an serts ruang lingkup
Jamsostek.
a.Hak dan Kewajiban Peserta
1.Hak Pengusahs
a.Hénerima sertifikat/tands bekti kepesertaan
b.Menerima bukti pembayvaran 1iuran
o.Mendapat pelayanan dari PT. Jamsostek (Persero)
d.Menerima kembali biaya vyang telah dikeluarkan
terlebih dahulu dalam kasus_kecelakaan keria.
2.Kewaiiban FPengusaha
a.Mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam Progdram

Jamsostek
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b.Melaporkan data dengan benar tentang tenags keris,
upah, perubahan tenaga kerja maupun upah serta
perubahan jenis usahsa.
c.Melaksanakan pembayaran iuran setiap bulan tepat
pada waktunya (paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya).
d.Mencatat dan melaporkan setiap penambahan dan
pengurangan tenaga kerja serta perubsahan upah
kepada PT. Jamsostek (Persero).
e . Pengusahs Wajib melaporkan perubahan mengenai:
- Alamat perusshaan
- Kepemilikan perusshszan
~ Jenis atau bidang usaha
- Jumlah tenaga keria dan keluarganva
- Besarnys upah s;tiap tenaga kerja.
3.Hak Tenags Keria
a.Menerima kartun Peserta Jamsostek dan Kartu
Pemeliharaan Kesehatan.
b.Menerima jaminan dan santunan
{1 Yang berupa uvang vang terdiri dsasri:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan EKematian {JK)
- Jaminan Hari Tea (JHT)
(2) Yang berupsa pelayanan, vaitu Jaminan

.

Pemeliharaan EKesehatan (JPK)
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4 Kewajiban Ténaga Keris
a.Memberikan data pribadi dengan benar dan Jjelas
pada saat pendaftaran.
b.Apabila pindah pekerjaan harus melaporkan Nomor
Peserta Jamsosteknya kepada perusahaan yang barud.
b.Besarnya Iuran

1.Turan® jaminan kecelakaan kerja dibayar sépenuhnya
oleh pengusaha yang besarnys berdasarkan kelompok
jenis wusaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I
Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1893, yaitu:
Kelompok I~ : 0,24 % dari upah sebulan
Kelompok II : Q0,54 X dari upah sebulan
Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan
Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan
Kelompok V : 1,74 % dari upﬁh sebulan

2.Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari upah
sebulan sebesar 3,70 X ditanggung oleh pengusaha dan
sebesar 2 % ditanggung oleh tenags kerja.

3.Iuran Jjaminan kematian sebesar 0,30 ¥ dari upah
sébulan vang ditanggung sepenuhnyva oleh pengusaha.

4 . Iuran Jjaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung
sepenuhnya oleh pengusaha, yang besarnya 6 X dari
qpah sebulan bagl tenaga kersa yang sudah
berkeluarga dan sebesar 3 % dari upah sebulan

bagi tenaga kerja vang belum berkeluarga.
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Dasar perhitungan iuran Jaminan pemeliharaan

kesehatan dari upah sebulan setinggi-tingginya

Rp.1.000.000,-. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang
telsah menyelenggarakan sendiri Program
Pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya

dengan manfaat yang lebih baik dibanding paket

pemelih®raan kesehatan jamsostek, tidak diwéjibkan

lagi mengikuti Program Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan.

c.Tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran
1.Tata cara pendaftaran

a.Pengusaha wajib mendaftarkan perusahasn dan tenaga
‘kerjanya sebagai peserta Program
Jamsostek dengan mengisi formulir vyang telah
disediakan oleh PT. Jﬁmsostek (Persefo)
selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya
formulir tersebut.

b.PT. Jamsostek (Persero) menerbitkan dalam
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya formulir pendaftaran dan pembayaran
iuran:
1.Sertifikat Kepesertaan sebagai tanda kepesertaan

perusahaan. |

2.Kartu Peserta untuk masing-masing tenaga kerja.

3.Kartu Pemeliharaan Kesehatan untuk masing-masing
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Frogram Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Kepesertaan perusahaan dan tenaga keria dalam
Program Jamsostek dimulai sejak pendaftaran dan

pembavaran iuran perctamsa cleh pengusahs.

.Pengusaha wsajib melaporkan kepada PT. Jamsostek

(Persero® tentang:
t 1) Penambahan tenaga keria
(2) Pengurangan tenags keris

¢3) Penambahan susunan keluarga tenaga kerja.

2.Tata cara pembayaran iuran

a.

b.

d.Ruang

Penvetorsaan iuran dilakukan oleh Pengusaha setiap
bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

BT. Jamsostek (FPersero: akan memberitahukan
kelebihan atau kekurangan pembaygran iuran kepads
pengusaha paling lambart 7 (tujuh}) hari sejak

diterimanva.

lingkup jaminan sosial tenaga kerja:

1.Jaminan Kecelakaan Eerja

Tenaga keria vyang tertimpa kecelakaan kerja berhak

atas:

1Y.Penggantian blaya yang meliputi:

a.0ngkos penganghkutan tenaga kerja ke rumah sakic

TESIS

+«

sebagai besrikut
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I-J

l.5ilamrans hanva menggunakan dassa anghkutan
arat/sungai maksimum sebesar Rp.100.000.-

d
.Bilamana hanya menggunakan Jjass -angkutan laut

2

maksimum sebesar Rp.200.000.-
3.Bila hanya menggunakan Jjasa angkutan udara

maksimum sebesar Rp.250.000.,-

.Pengobatan dan Perawatan sesuai dengan biava vang

dikeluarkan meliputi : Dokter, Obat, Operasi,
Rontgen, Laboratorium, Perawatsan, Puskesmas.
Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas I, Gigi. Mata,
serta Jjasa Tabib/Sinshe/ Tradisional
vang telah mendapsastkan izin resmi qari instansi
vang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk  satu peristiwa kecelakaan
tersebut dibayarkan sesuai 'bukti-bukti
pengeluaran dan maksimum sebesar Rp.3.000.000.-

(tiga juts -rupiash’.

.Penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan

atau alat pengganti (Prothese) diberikan satu
kali untuk setisp kasus dengan ketentuan
maksimum 140% dari harga yang berlaku pada RC

Suharso, Solo.

2).5antunan berupa uang yang meliputi

a.Santunan Sementara Tidak mampu Bekerja (STMB:

TESIS
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- 4 bulan pertama 100X x upah sebulan.
- 4 bulan kedua 75% x upah sebulsan.

- 4 bulan ketiga 50X x upsh sebulan.

.Santunan cacad sebagian untuk selama-lamanyza

dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan
besarnya prosentase (%) sesuai tabel x 60 bulan

upah.

.Santunan cacat total untuk selama-lamanya

dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara
berkala dengan besarnya santunan adalah:

l1.Santunan sekaligus sebesar 70% x 60 bulan upah.
2.5antunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24

bulan.

.Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan

secsars sekaligus {lumpsum) dengan besﬁrnya
santunan adalah % berkurangnya fungsi x ¥ sesuai

tabel x 60 bulan uvpah.

.Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus

(lumpsum) dan secara berkala dengan santunan

adalah

1.Santunan sekaligus sebesar 36 bulan upah, dan
minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

2.Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24
bulan. '

3.Biaya pemakaman Rp.ZD0.000}—
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Z2.Jaminan Kematian

Tanaga keria vang meninggal dunia bukan disebabkan.

kecelakaan kerja. keluarganva berhak atas Jaminan
Yematian. Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada
Janda. Duda atau Anak‘dan meliputi

l.Santunan kema;ian sebesar Rp.1.000.000, -

2.Biava pemakaman sebesar Rp.200.000,-

Dalam hal Jjanda atau Duda atau Anak tidak ada., maka
Jaminan Kematian dibsyarkan sekaligus kepada
keturunan sedarah vang ada dari tenaga kerja,
menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas

dihitung ssampai derajat kedus.

.Jaminan Hari Tua

Besarnyva Jaminan Haril Tusa adalah keseluruhan iuran yang
telah disetor. beserta hasil pengembangannva.

ty.Secarsa sekaligus apabila jumlah seluruh Jaminan Hari

Tua vang harus dibayar kursang dari Rp.3.000.000,-

atau
™™

[N
—

.Zecara berkala apabila jumlah seluruh Jaminan Hari
Tua  mencapail Rp.3.000.000.- atau lebih.  dan
dilakekan paling lama 5 tahun.

Dalam hal tenaga kerija meninggal dunia Jaminan Hari
Tua dibayarkan sekaligus kepada ahli warisnya.
3).Tabunzan Hari Tua dari tenaga kerja yang telah

meniadi peserta Program Jamsostek berdasarkan PP 33
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Tanun 1877 diperhitungkan dan dilsanjutkan sebagai
Taminan Hari Tua berdasarkan PP 14 tahun 1993. sebsab
THT vang terhimpun sebelum berlakunva Undang;undang 3
Tahun 1992 tetsp diberikan bunga sesusl dengan

ketentuan vang berlaku.
4  Jaminan Pemeliharaan Xesehatan

1y . Reang lingkup pelavanan kesehatan
Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada
tenaga keria atau suami satau istri yang sah dan ansk
sebanyak-banyaknva 3 {(tiga) orang dengan umur

maksimal 21 tashun atau belum menikah atau belum

h

T

kerjia. Faket Jaminan FPemeliharasn Kesehatan dasar
dalam Program Jamsostek Pemeliharaan Kesehatan (PK)
meliputi

32.Pelayanan rawat Jjalan tingkat pertama.

b.Pelavanan rawat izlan tingkat lanjiutan.

9

.Pelayanan rawat inap.
d.Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.
e.Penunjung diognostik.
f.Pelavanan khusus. “
g.Pelayanan gawat darurat (Emefgency).
2).Hal-hal vang tidak ditanggung
3.Penyakit akibat alkohol, narkotik, penyakit
kelamin. AIDS. perawatan kosmetik kecanfikanh

transelatasi organ tubuh, kanker dan haemodialisa.
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b.0bat-canstan vang -tiday cltanggun teruTans oeru

- g
-

nbat-obat kosretik, vitamin. obat Zosok. susu dan

cbat-obatan kanker.

Q

.81at-alat rerawatan kasehatan antara lain
termometer dan eskar.

d _ Pemhiayaan

r
d.1. Biava pengangiuran untux menp=sroia2h palayanan

1Y

kesehatan dan pengurusan adminlistrasti.

d.2. Biaya tindakan medis super spesialistik.

5.Jamsostek bagi tenaga harian lepas, tenaga kerja

A

borongan dan tenaga kerja kontrak

Agar kepesertsaan dspat merats dar  ksmanfa2atannva

dinikmati secara luas. maka Kepessrtaan p=2nzgusanha dan
tenaga keria dalam Jaminan sosial tenaga keria
bersifat wajib. Namun karena luasnya sepesertaan
tersebut. maks pelaksanaannya dilakukan secara
bertahap sesual kemampusan teknis. administrasi dan
operasional ’ baik dari Badan Penyelenggara maupun
pengussha dan tenaza kerja sendiri <(penjelasan umnun

Peraturan FPemerintah No.14 tashun 1993).
Penjelasan pasal 3 persaturan pemerintah no.ld
Tahun 19983 menvatakan bahwa mengingat sifatr kepesertaan

tenaga keria harian lepas. borongan dan kontrak
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mempunyal karakteristik tersendiri maksa pényelenggaraan
program Jjaminan sosial tenaga kerjanya perlu diatur
dalsm Peraturan Menteri vyang mnemuat hal-hal antarsa
lain
(l) Persyaratan kepesertaan
(2) Jenis progranm
-(3) Besarnyz iuran

Dari uraian tersebut diatas maka dikeluarkannya
Peraturan Menteri Tenagsa Kerisa No.PER.O3/MEN/1934
tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Tenaga
Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongah dan Tenagsa
Kerja EKontrak dalsam rangka pentahapan kepesertaan bsgi
tenaga kerja vyang mempunyai karakteristik tersendiri
dapat dirinci sebagai berikut:
(1)Persyaratan kepesertaén dan jenis program.

Pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga
kerjanya _dalam program Jjamsostek yang meliputi
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jJaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan
apabila: _

(a) Mempekerjakan tenaga kerja harian lepas selama 3
(tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan dalam
sebulannya tidak kurang dari 20(dua puluh) hari
bekerja.

(b) Mempekerjakan tenaga kerja borongan vang
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bekerja sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan
berturut-turut.
(c) Mempekerjakan tenaga keria kontrak vang

bekerja sekurang-kurangnya selama 3(tiga) bulan
berturu£—turut.

Akan tetapi apabila jangka waktunya tidak
sampal dengan 3 (tiga) bulan berturﬁt-turut maka
pengusaha hanya wajib mengikutsertakan tenaga
kerjanya dalamn program jaminan kecelakaan kerja dan
Jaminan kematian.

Dengan kata lain persyaratan sebagaimana
tersebut diatas yaitu bahwa setiap pengusaha yang
mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja
borongan, dan tenaga kerjg kontrak wajib
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Akan tetapi apabila pengussalba mempekerjakan
tenaga kerja tersebut dalam waktu selama 3(tiga)
bulan® berturut-turut atau lebih maka wajib mengi-
kutsertakannya dalam semua program Jjaminan sosial

-

tenaga kerja.
{2)Besarnya iuran.

Perhitungan besarnya iuran perbulan Jjaminan

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua,
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dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja

harian lepas, tenaga kerja borpngan dan tenaga kerja

kontrak ditentukan oleh:

(g) Status tenaga kerja yang bersangkutan (kawin dan
tidak k;win).

(b) Kelompok Jjenis usaha sebagaimans tercantum pada
lampiran I Peraturan Pemerintah Ho:14 Tahun 1993.
Perusahaan HTI termasuk kelompok jenis usaha III
vaitu perusahaan kehutanan.

{c) Upah minimum regional (UMR) perhari.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No . REP.02/MEN/19968 tentang Peningkatan Upah
Minimum Regional pada 25 (dua puluh lima)
wilayah di Indonesia, mene;apkan lpah Minimum
Regional Wilayah Kalimantan Barat sebesar
Rp.3.800,~- (tiga ribu delapan ratus rupiah)
perhari atau Rp.114.000,- (serztus empat belas

ribu rupiah) per bulan.

™

Jadi perhitungan besarnya iuran
perbulan jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan Jaminan

pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja harian
lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja
kontrak yang bekerja di Perusahaan Kehutanan

dapat ditentukan sebagai berikut:
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Tenaga kerja dengan status berkeluarga,
vyaitu 2,10 X UMR perhari. Jadi 2,10 X
Rp.3.800,- = Rp.7.980,- perbulan.

Tenaga kerja dengan status lanjang (tidak
kawin) yaitu 1,680 X UMR perhari. Jadi 1,60 X
Rp.3.800,- = Rp.6.080,- perbulan.

Besafnya iuran perbulan jaminan kecelak?an
kerja dan jaminan kematian bagi tenaga kerja
harian lepas, tenaga kerja borongan dan
tenaga kerja kontrak yang bekerja dalam
waktu kurang dari 3 (tiga) bulan yaitu 0,20
x UMR per hari. Jadi 0,20 x Rp 3.800,- = Rp
780,- per bulan.

Bagi tenaga kerja yang telah diikutsertakan
dalam program jaminan pemelihﬁraan kesehatan
oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam
pacal 2 ayat (1) huruf B Peraturan
Pemerintah No.14 Tahun 1993 maka perhitungan
ivran perbulan Jjaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, dan jaminan hari tué vaitu
1,60 X UMR perhari. Jadi 1,60 X Rp.3.800,- =
Rp.6.080, - perbulan.

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja
hariaﬁ lepas atau tenaga kerja borongan atau

tenaga kerja kontrak vang melaporkan data
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AEED vang gepsharnpya s2082rgz Toratur getiar

rulan., maka perhitungan iurannve berdasarkan

m
{1
r

aturan Pemerintah No.14 Tahun 1983 dan

m
b
a1

3

'l

uran Menteri Tenaga Kerja No.
FER.O5/MEN/ 1893 (pagal 5 Peraturan ﬁenteri
2naga Kerja No. PER.G3/MEN/1994) yaitu:
t2Yluran jaminﬁn kecelakaan kerja sebesar
3.39% dari upah sebulan. Jadi 0,89% X
Fr.114.000,- = Rp.1.015,- perbulan.
«b»luran jaminan hari tua sebesar 5,70% dari
upah sebulan. Jadi 5.70% X Rp.114.000,- =

®p.6.498.- perbulan.

O

‘Iuran Jjaminen kematian sebesar 0,.30X% dari
2rah sebulan. Jadi 0.30% X Rp.114.000.- =
ﬁ:. 342.- perbulan.

+3dvInran iaminan kesehatan:

J.1 . kagi tenazsa kerja vang sudah
rakeluarga sebesar % dari upah
sebulan. Jadi 6% X Rp.114.000.- =
Rp.6.840,- perbulan.

é.2. Bagil tenags keria vang belun

berkeluarga sebesar 3% dari upah

sebulan. Jadi 3% X Rp.114.000.- =

Rp.3.420.- perbulan.
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pacal Pergaturan Menteri Tanags Kearia
Np .03 MEN 1894 tersebut. bahwa tata cara

pendaftaran. pembayaraﬁ iuran. pembayaran sanéunan

dan pelavanan Jaminan sosial tenaga kerja,
pelaporan dan penetapan besarnya Jjaminan bagi tenaga
keria harian lepas atau tenaga kerja borongan
atau tenags keria kontrak dilaksanakan sesual dengan
ketentuan FPeraturan Pemerintah HNo.l4 Tahun 1993 dan

Peraturan Menteri Tenaga EKerja No.PER.OS5/MEN/1993.

6 .Penegakan Hukum Dalam Program Jamsostek

Menurut Satjipto Rahardio

"Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh
pelsasksanaannya secara konkrit dalam kehidupsan
masyarakat sehari-hari. In;iah vang dimaksud
dengan penegakan hukum itue ~.°
Lebih lanjut dikemukakannya:

“"lalam struktur kenegaraan modern maks tugas
penedakan hukum 1itu dijalankan oleh komponen
eksekutif dan dilaksanakan oleh birckrasi dari
eksekutif tersebut, sehingga sering disebut jugs
birokrasi penegakan hukum™. S

. Sementara itu Siti Sundari Rangkuti membedakan
sarana dalam melakukan penegakan hukum vaitu:

e

245atjipto Rabhardjo. Pengantar Ilmu Hukum, Citra
Aditya Bavti, Bandung, 1991, hal. 181:;

23 i pid; -
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“"bersifat preventif maupun represif, Instrumen
bagi penezZakan hukum preventif adalah
penyuluhan, pemantauan dan penggunsaan wewenang

vang bersifat rendgawssan. Penegakan huknam vang
bersifat represif dilakukan apabila terdapat
perbuatan vyang melanggar peraturag dan biasanya
berupa penindakan secara pidana”. 8

Hukum ketenagakerjasan pada dasarnya memuat tentang
premberian hak-hak kepada ténaga keria dan membebankan
kewaiiban-kewaiiban .kepada majikan, sebagaimana
dinvatakan bahwa “Pelaksanaan keadilan sosial dalam
perburuhan dan pelaksanaannya itu diselenggarakan dengan
jalan melindungi buruh tersebut terhadap kekuasaan yang
tidsk terbatas dari pihsk majikan" .27
Qleh karena 1itulah dalam penegakan hukumnya

ditekankan pada pemberian perlindungan kepada tenaga

keria dalam mempertahankan hak-haknya tersebut dengan

cara melakukan rengawasan terhadap ditaatinvya
peratyuran perundang-undangan ketenagakerjzan oleh
maiikan. Menurut Iman Soepomo bahwa “pengawasan itu

sendiri bukanlah 2lat perlindungan. melainksn lebih

merupakan cara untuk menjamin pelaksanaan peraturan

perundang-undangan".28

26Siti Sundari Rangkuti, Kesamaan Persepsi Terhadap

Penegakan Hukum Lingkungan, Yuridika, Fakultas Hukum
Unair, MNo.S Tanun IX Tahun 1995, hal. 9;

27Iman Scepomo, op.cit.. hal. 7

28 ;pid., hal. 45;
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Mengingat program jamsostek vang distur dalam
Undang-undang Jamsostek dan peraturan pelaksanaannya
menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang
relatif mempunyail kedudukan vang lebih lemah dan dipihak
lain pengusaha memikul tanggung jawab yang utama untuk
terselenggaranya program tersebut, maka pengawasan
nérupakan instrumen vang esensial dalam penegakan
hukumnya. Sedangkan sanksi hukum vang terdapat dalam
Undang-undang Jamsostek dan PP No. 14 Tahun 18383
merupakan upava terakhir dalam penegakan hukumnya
setelah upava-upaya lain dilakukan dengan tujuan untuk

mendidik agar vyang bersangkutan memenuhi kewajibannvs.

a.Pengawasan dalam Program JAMSOSTEK
Femerintah memegdang peranan yang sangat penting
untuk penegakan hukum ketenagakerjaan dengsan
sebaik-baiknya. Untuk 1itu perlu adanya suatu sisten
“pengawasan terhadasp ditastinya peraturan perundang-
undangan yang mengaturnyvya. Iman Soepomo menyatakan:
"Peraturan perundang-undangan untuk melindungi
buruh hanya akan mempunyai arti bila pelaksa-
naasnya diawasi oleh secrang ahli. vyang harus

mengunjung'é9 tempat kerja padsa waktu-waktu
tertentu’ .
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Passl 1€ Undang-undang FPokeok Tenags EKeris dan
renjielasannva menyatakan guna menjamin pelaksanaan
pengaturan ketenagakeriaan menurut Undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaannya diadakan suatu sistem
pengawasan tenags Kerja. Sistem pengawasan tenaga keria
berfungsi:

(1) mengawasi pelaksanasan ketentuan-%etentuan hukum
mengenal ketenagakeriaan;:

(2) memberikan penerangan teknis serta nasihat kepada
pengusaha dan tenaga keria tentang hal-hal yang
dapat meniamin pelaksanaan efektif dari pada
peraturan-peraturan ketenagakeriaan:

t3) melaporkan kepada vang = berwenang tentang
kekurangan dan penyelewengan dalam bidang
ketenagakerjaan yang tidak Jjelas diatur dalam
peraturan perundangan.

- Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang

No. 23 Tahun -1948. pengawasan perburuhan diadakan

guna:

2. Mengawasi berlakunva undang—unﬁang dan peraturan

perburuhan pada khususnya.

b. Mengumpulkan bahan keterangan tentang soal hubungan

kerja dan keadasan perburuhan dglam arti yvang seluss-
-1uasnya guna membuat undang-undang dan peraturan

perburuhan.

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

e

c. Menzaiankan rekeriaan lainnye yang cdiserahkan
kepadanva dengan undang-undang atan peraturan
lainnva.

Tentang sistem vang dipergunakan dalam pelaksanaan
pengawasan perburuhan 1ini. dapat dikemukakan sebagai
berikut

Pangawasan terhadap hubungzn perburuhan dilakukan
oleh Pemerintah. karena Pemerintah menghendaki agar
perusahaan  vang merupsakan alat perekonomian itu
dapat berjalan lancar, berkembang menjadi perusahaan
tesar vandg kuzat, tidak mengalaml sendatan-sendatan
karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan
hukum dan perundang-undangsan yang berlaku.

(b) Pengawasan atas pelaksansan ketentuan-ketentuan
hukum dan perundang-undangan mengenai hubungan
perburuhan. dimaksudkan agar setiap perussahaan yang
ada di Tanah Air kita s=lalu tunduk. dengan penuh
dedikasi dan kedisiplinan menjalankan segals
ketentuan hukum dan perundang-undangan vang
berlakue akan menjiarin kKelancaran, keamsanan. dan
kestabilan dalam pelsksansan hubungan kerja antars
rerngusahs dengan para buruhnva.

(7)) Memberikan penerangan teknis serta nasihat-nasihat
kepada pengusaha dan para buruhnya melalui psra ahli
ketenagakerjasn agar dapat terjamin pelaksanaan
hubungan perburvhan vang efektif. dengan carsa.
hasrat vang sungguh-sungguh dari mereks untuk
mentaatl segala ketentuan hukum dan perundang-
undangan vang berlaku.

(d) Melaporkan kepada yang berwenang c.q. DitJen

pPerawatan Tenaga Kerja, secara sadar dan tulus

sesual dengan kecintaannya terhadap perusahaan yang
meniadi sumber penghidupannya dengan maksud agar
perusahsaan itu tetap . berkembsang terus dengan baik,
tentang adanya penyelewengan-penyelewengan dalam
bidang ketenagakerjaan, vang Jjelas tidak disatur
dalam peraturan dan aggu perundang-undangan.
(Eoreksi dan Instropeksi)”.

{0
-

306.Kartasanoetra..

R.G3.Kartasapoetra., A.G. Karta-
sapoetra, op.cit., hal. 235&; ’
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Fasal 5 Undang-undang Jamsostek menvatakan bahwa
kebijaksanaan dan pengawasan umum Program Jamsostek
ditetapkan dengan Peraturan - Pemerintah. Dalam
penjelas umumnya dinyvatakan bahwa pengawasan terhadap
undang-undang ini, dan peraturan pelaksanasnnya
dilakukan _ oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

.
sebagaimans dimaksud dalam undang-undang No.3 Tahun 1951
tentang pernyataan berlakunya undang-undang FPengawasan
Perburuhan Tahun 1848 No.23 dan undang-undang. No.1l
tashun 1870 tentang Keselamatan Kerja.

Bidang Pengawasan Ketenagakeriaan Kantaor
Wilavah Departemen Tenags Kerja membawahi seksi-seksi
vang salah satunya adalah seksi Jaminan Sosial Tenaga
Kerj;. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No.KEP.353/M/5J/1886 tentang Uraian Kegiatan kantor
Wilayah. - kantor Departemen dan Unit Pelaksana Teknis
Departemen Tenaga Kerja. seksi Jaminan Sosial Tenaga
Keria mempunyal tugas menyiapkan bahan pembinzan dan
pengawasan Norma Jamihan Sosial Tenags Kerja., yaitu:

l. Menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis

pembinaan dan pengawasan penyelenggarasan Jaminan

Sosial Tenaga Keria di perusahaan.
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Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis

prembinaan kesejahteraan tenaga kerja.

3. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan terhadap
kecelakaan kerja pada perusahaasn-perusahaan.

4; Melaksanakan koordinasi dengan PT.Jamsostek di daerah
tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di
perusahaan serta nenyusﬁn evaluasi dan 1aporan
pelaksanaan jaminan sosial tenagsa kerja perussahsaan.

S. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secars
provertif dan reprensif terhadap perusahaan yang
belum mengikuti Program Jamsostek.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang
pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.

Diktum-diktum tentang pengawasan vang
terkandung dalam Undang-undang Pengsaswasan Perburuhan

1848 adalah sebagai berikut

{a) Pegawail pengawas beserta pembantunya dalam

melakukan pengawasan berhak memasukl semua tempat

dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan
atan dapat disangka bahwa disitu dijalankan
pekerjaasn atau juga segala rumah yang disewakan atsu
dipergunékgn oleh majikan atau wakilnya
untuk perumshan atau perawatan buruh. Andaikata
Pegawai Pengauas Tersebuf dalam menjalankan tugas

pengawasan ditolak oleh pihak pengusaha untuk
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memasukli tempat kerja sebasgaimana tersebut disatas,
maka Pegawai Pengawas tersebut dapat minta bantuan
kepolisian R.I untuk memasukinya.

(b) Pegawal pengawas yang dimaksud, dapat meminta dan
pengusahé atau wakilnya maupun tenaga kerja
vang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan wajib
memberikan semua keterangan dan data yang sejelas-
jelasnya, baik lisan maupun tertulis guna memperoleh
pendapat yang pasti tentang hubungan kerja beserta
keadaan ketenagakerjaan pada umumnya diperusahaan
vang bersangkutan pada wakte ite maupun yvang telah
lampau.

{¢) Pegawal pengawas vyang dimaksud berhak menanyai
tenaga kerja dengan tidak dihadiri oleh orang ketiga
(pihak pengusahsa) |

(d) Atas permintaan pegawai pengawas, pengusaha
atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk
memberi keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan}

~Pengaturan tentang wewenang pemantauan pelaksa-
naan pelayanan kesehatan dijumpai pada Peraturan

Pemerintah no.14 Tahun 19383 pasal 46 ayat (1) dan (2),

vang merumﬁskan sebagai'berikut:

ayat{1l): Dalam menjaga mutu pelayanan, Badan Penye-

lenggara melakukan penantadan pemberian

pelayanan kesehatan -yang dilakukan oleh
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pelaksana pelayanan kesehatan dengan
mengutamakan Kkepentingan peserta.

ayvat(2): Pegawail Pengawas Ketehagakerjaan dapat
melakukan pemantauan pemberian pelayanan

‘kesehatan vang dilakukan oleh pelaksana
pelayanan kesehatan.

Hal penting lainnya tentang pengawasan délam
penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sebagaimana tercantum dalam psasal 27 Undang-undang
Jamsostek, bahwa pengendalian terhadap penyelenggaraan
Program Jamsostek coleh Badan Penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah,
sedangkan dalam pengawasan menglkut sertakan unsur
Pengusaha dan unsur Tenaga Kerjs, dalam wgdah yvang
menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku. Sebagsaimana telah
dijelaskan terdahulu, bahwa sebagai Badan Penyeleiggara
Program Jamsostek adalah BUMN yang berbentuk perusahaan
persero (PERSEROV , yaitu PT. Jamnsostek. Dewan
komisarisnya sebagai pengawas terdiri dari unsur-unsur

tripartit vyaitu unsur Pemerintah, unsur Pengusaha dan

unsur Tenaga Kerja karena unsur-unsur tersebut
terlibat langsung dalam penvelenggaraan Program
Jamsostek.
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b.Sanksi hukum dalam program JAMSOSTEK

Sebagal instrumen penegakkan hukum yang . bersifat
refresif, program jamsostek pada hakekatnya bersifat
wajib dan diatur dalam perundang-undangan lengkap dengan
sanksi hukdmnya. Ketentuan pasal 27 Undang-undang
Jamsostek memuat sanksi hukum tentang tindak pidana yang
diatur dsalam undang~undang tersebut yang dapat dirinci
sebagal berikut:

(1) Diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya ©6
(enam) bulan atau denda setinggi-tingginva
Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Pengulangan tindak pidana tersebut untuk kedua
kalinysa atau lebih dihukum pidana kurungan
selama-lamnanya 8 (delapan) bulan.

Sanksi pidana tersebut diatas ditujukan kepada
barang siapa (pengusaha) vang tidak memenuhi kewajiban
sebagai berikut: -
(1) Program Jjamsostek waj)ib dilakukan oleh setiap

pengusaha bagi ’ tenaga kerja vang melakukan
pekerjaan didalam hubungan kerja (pasal 4 ayat 1).

(2) Pengusaha wajib melaporkan kecelék;;n kerja yang
menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga
Eerja dan Badan Penyelenggara (PT.jamsostek) dalam‘

waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam (pasal 10 ayat

1>.
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Pengusaha wajib melaporkan kepada kantor Departemen
Tenaga kerja atau Badan Penyelenggara (PT.Jamsostek)
dalam waktu tidak dari 2 kali 24 jam setelah tenaga
kerja vyang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang
merawatnya dinyatakan sembih, cacat atan meninggsal
dunia (pasal 10 ayat 2).

Pengusaha wajib menéurus hak tensga kerja vyang
tertimpa kecelakaan kepada Badan Penyelenggara (PT.
jamsostek) sampal mempercleh hak-haknya (pasal 10
ayat 3).

Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta
keluarganya, daftar upah beserta perubshan-perubshan
dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau
bagian perusahaan yang berdiri sendiri (pasal 18
ayat 1):

Pengusaha wajib menyampaikan daftar ketenagakerjaan
dan data perusahaan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan Program Jamsostek kepada Badan
Penyelenggara (PT.Jamsostek). (pasal’18 ayat 2).
Pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga
kerjsa, apabila ada tenaga kerja yang tidak
terdaftar sebagai peserta program jamsostek (pasal
18 ayat 3). |

Pengusaha wajib memenuhi kekurangan pembayarsan

.

jaminan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari data
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vang digsampaikar terbukti tidak penar :pzsgal 18 avas
4.

Fengusaha wajib mengembalikan kelebihan pembayaran
Jaminan vang diterima tenaga Keria kepada Badan
Penvelenggara (PT.Jamsostek) sebaéai akibat data
vang disampaikan oleh pengusahs terbukti tidak benar
(pasal 18 ayaf 5.

Pengusaha wajib memberikan jaminan kecelaksaan kerja
kepada tenaga kerjanva sesuai Undang-undang Jaminan
Sosial Tenaga Kerijis disebabkan adanya pentahapan
kepesertsaan (pasal 19 ayat 2.

Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan
pemungutan iursn yang menjadi kewaiiban tenaga keris
melalui pemotongan upah tenaga kerja serta
membayvarkannya kepada Badan Penyvelenggars (pasal 22
ayat 1).

Badan penvelenggara (PT.Jamsostek) wajib membayar
jaminan scosial tenaga kerjs dalam waktu tidak lebih
dari l{(satu) bulan.

D

Dalam hal vang dikenakan hukuman itu suatu badan

hukum. maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap

pengurus badan hukum itu. Apabila urusan badan hukum itu

diserahkan_ kepada badan hukum lain, maks tuntutan dan

hukuman dilakukan terhadap pengurus bsadan hukum itu

(pasal 7 avat 1 dan 2 Undang-undang Pengawasan

“

Perburuhan 1948).
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Penvidikan tindak‘pidane dibidan n sogial
tenaga keria dilakukan selain kepolisian Jjuga oleh
Peiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di departeman vang
tudas dan tanggungdg Jawabnya meliputi ketenagakerjaan,
kepadanysa diberi wewenang khusus sebagsi penyvidik
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.8 tahun 1881
tentang Hukum Acars Pidana. (pasal 31 ayat 1 Undanz-
undang Jamsostek).

Penyidik tindak pidana di bidang Jjaminan sosial
tenaga kerja berwenang (pasal 31 ayat 2 Undang-undang
Jamsostek)
1a) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Jaminan sosial tenaga kerja.

(b} Melakukan penelitian terhadap orang atau badan vang
diduga melakukan tindak pidana dibidang Jjaminan
sosial tensgs kerjia.

tec) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atauw
badan sehubungan dengan peristiwa tindgk pidana di
bidang Jjaminan sosial tenaga kerja.

(dy» Melakukan pemeriksaan tertentu yang didugs
terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan
terhadap barang. vang dapat dijadikan barang bukti

dalam perkara tindak pidana di bidang Jjaminan sosial

tenaga keris.
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{e) Melakukan tindakan pertama pada sast ditempar
keijadian sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Jamsostek.

Instrumen penegakan hakum vang bersifat
represif lainnva. yﬁitu berupa sanksi administrasi
sebagaimana terdapat pada pasal 47 Peraturan
Pemerintah MNomor 14 Tahun 1993 tentang Fenyelenggaraan
Program Jamsostek vang terdiri dari:

1) Pencabutan izin usahs

Setelah diberi peringatan tetapi tetap tidak
melaksanakan kewajibannya maks akan dikenakan sanksi
administrasi berupa pencsbutan izin wusaha. Badan
yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi
adalah instansi yang mengeluarkan izin usaha berupa
pencabutan izin ussaha.

t2) Denda

Pengusaha wajib menyetor iuran setiap bulan
dengan batas waktu paling lama tanggal 45 bulan
berikutnya. keterlambatan penyetoran tersebut
dikenakan tenda sebesar 2% (dua perseratus) untuk
setiap bulan keterlambatan yvang dihitung dari iuran
vang seharusnya disetorkan. -“Sanksi administrasi
berupa pengenaﬁn denda administrasi adalah oleh
Badan Penyelenggara vaitu PT.Jamsostek (perserao)
karena lembaga ini vang berhak menerimas pembavaran

invran tisp bulannysa.
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Badan penvelenggara PT.Jamsostek (persero)
vang tidak melakukan pembayaran Jaminan Hari Tu=a
kepada Jjanda, duda., atsu anak dikenakan ganti rugi
sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah jéminan
untuk setiap hari keterlambatan yang diputus oleh
Departemen Tenaga Kerja Wilayah setelah menerima

pengaduan dari shli waris tenaga keria.
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BAB III
JAMINANR SOSIAL TENAGA KERJA DALAM PEHBAHGURAﬁ
HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI KALIMANTAN BARAT

Menurut laporan perkembangan Pembangunan Hutan
Tanaman Ihdustri Eepala EKantor Wilayah Departemen
Kehutanan Propinsi Daerah TK. I Kalimantan Barat dengan
surat No. 2522/KWL-4/1996 tanggal 6 Novemeer 1996 vyang
ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan di
Jakarta, bahwa perkembangan pembangunan Hutan Tanaman
Industri di kalimantan Barat sampai dengan bulan Oktober
1396 dilaksanakan oleh 17 (tujuh belas) perusshaan
pemegang Hak Pengusahaan HTI dari 22 (dua puluh dua)
perusahaan. Realisasi penanaﬁan Tahun Anggsaran 1998/1997
sampal dengan bulan Oktober 1996 seluas 5.226,7% Ha dsan
.realisasi penanaman komulatif seluass 75.844,71 Ha.

Guna mendaspatkan data mengenai jaminasn sosial tenags

" kerja bagi tenaga kerja lapangan yang bekerja di areal HTI
telah dilakukan peneiitian lapangan dengan cara penyebaran
kuesioner kepada 17 (tujuh belas) Pengusaha HTI sebsagai
responden. Kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan
tertutup yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok vyaitu
Kelompok A dan Kelompok B. Kuesioner Kelompok A hanva
diisi oleh responden yang telah mglaksanakan Program
Jamsosfek. sedangkan kuesioner Kelompdk B hanva diisi oleh

- responden vang belum melaksanakan Program Jamsostek.
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Sedangkan data vyang diperluksn hanya mengenail jamiﬁﬁn
sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja lapangan vyang
bekerjs di areal HTI responden.

Data lapangan lainnya diperoleh dengan mengadsakan
wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan ketenagakerjaan
Eantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Daerah
TK.I Kalimant;n Barat. Data yvang dipercleh . %erutama
menyanghkut penegakan hukum ketenagakerjaan pada umumnya
dan Undang-undang Jamsostek pada khususnya yang meliputi
kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan serta
hubungan antara Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kefja
Propinsi Daerah TK.I kalimantan Barat dengan PT. Jamsostek
(Persero) Cabang Kslimantan Barat.

Wawancars juga diadakan dengan Kepals Bidang
Operasional PT. Jamsostek (Perseroj cabang Kalimantan
Barat. Wawancara meliputi kegiatan operasional PT.
Jamsostek ‘(Perserc) Cabang Kalimantan Barat, koordinasj
dengan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi
Daerah TK.I Kalimantan Barat dan data Pengusaha HTI vyang
telah melaksanakan Proéram Jamsostek serta jﬁmlah tenagsa
kerjanya.
1.Tenaga Kerja Lapangan di Areal HTI di Kalimantan Barat.

Sasaran utama Pembangunan HTI adalah  menghutankan
kembali wilayah hutan yang tidak berhutan serts

membertahankannya sebagai hutan tetap yang produktif.
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Pembangunan HTI meliputi kegiatesn menghutankan hutan
produktif vang meliputi penanaman, pepeliharaan,
pemungutan, penéolahan dan pemasaran sehingga dengan
demikian kawasan hutan tetap dapat dipertahankan.
Menurut penjelasan pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun
1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan bahwa
berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi nasyarakgt
Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadasan
fisik, 1iklim dan pengaturan tatsa air maka luas mninimum
tanah vyang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan
diperkirakan kurang lebih 30 4 dari luas
daratan. Pasal 8 ayat (1) PP. No. 7 Tahun 1990 tentang
Hak Pengusaha Hutan Tansman Industri nen&ebutkan-
bahwa areal hutan yang dapat diusshakan sebagai areal
HTI adalah kawasgn hutan produksi tetap yang tidak
produktif.

Di Kalimantan Barat, areal hutan yang dapat
diusahakan sebagai =areal HTI terletak di daerah
pedalsman, Jjauh dari pemukiman penduduk dengan
transportasi utamanya 2adalah melalui sungai. Oleh karena
itulah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan
pembangunan HTI harus didatangkan dari daerah lain.

Dari perjanjisn kerja yang buat secara tertulis
antara Pengusaha HTI 'dengan tenaga kerja dapat

diketahui tenaga kerja tersebut didatangkan dari daerah
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TE. II Kabupaten Sambas. Dalam perjanjian kerja tersebut
dimuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pengusaha
HTI dan tenaga kerja.

Dari hasil pengumpulan kuesioner dapat di
ketahui keadasan tenaga kerja vang bekerias di areal HTI
di Kalimantan Barat.

TABEL I
TENAGA KERJA YANG BEKERJA DI AREAL HTI

Alternatif Jumlah Prosentase

2. di bawah 10 orang - -
b. di atas 10 orang 17 100 X

N = 17 17 100 %

L
sumber : Data primer.

pari tabel I diketahei bahwa semua responden
(100%) menjawab di atas 10 orang. ini berarti bahwa
setiap Pengusaha HTI dalam me laksanakan kegiatan
penbangunai; HTI mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10
orang.

Untuk mengetahui berapa besarnya upah perbulan
vang dibavarkan oleh pengusaha HTI kepaaa seluruh

tenaga kerjanya dapat diketshui dari tabel berikut
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1 P. g1 atas Rp, L., 000 (satu juta rupian) | 17 | 133G %, |
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Somper 3 Data primer. |

-
flari tsbel 1II diketahui bahwa semu2 responden

(100%) menijawab di atas Rp.1.000.000.- <(satu Juta
rupiah). Ini berarti bahwa setiap Pengusaha HTI dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan HTI. membayar upah di
atas Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan kepada
seluruh tenaga kerjs.

Jadi dengan demikian dari tabel I dan tabel
II diketahul bahwa setiap Pengusaha HTI dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan HTI mempekerjiakan
tenaga kerja lebih dari 10 orang dan membayar upah di
atas Rp.l.Ddb.OOO.— (satuy juta rupiah) perbulan. Qleh
karena 1itulah Pengusaha HTI di Kalimantsn Barat dapat
dikatagorikan sebagal pengusaha vang wajib mengikut
sertakan tenaga kerjanva dalam Program Jamsostek
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) PP. No.1ld
Tahun 19932.

ntuk mengetahuil status tenaga keria lapangan vang
bekeria di areal HTI di Kalimantan Barat dapat dilihat

dari tabel berikut
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TABEL III
STATUS TENAGA KERJA

4lternatif : Jumlah Prosentase
a. Tenaga keria harian lepas - -
b. Tenaga kerjia borongan 17 100 X%
¢. Tenaga kerija kontrak - -
| N = 17 17 100 %

Sumber : Data priher.

Pari tabel III diketahui bahwa semua responden
(100X) menjawab tenaga kerja borongan. Ini berarti bahwa
setiap Pengusaha HTI dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan HTI mempekerjakan tenaga kerja borongan
dimana pembayaran upah . didasarkan atas volume
pekerjaan stau satuan hasil kerja. Apabila pekerjaan
selesai maka hubungan kerja juga berakhir.

Dalam perjanjian kerja vyang dibuat antara
Pengusaha HTI dengan kelompok tensagsas kerja (terdiri dari
15 orang) ditentukan upah borongan sebesar Rp. 120.000, -
per Ha dan diperhitungkan setiap satuan 150 Ha. Jadi
dengan demikian upah borongan untuk 150 Ha adalah
Rp.18.000.000, - (delapan belas juta rupiah) vang
dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Dalam perjanjian kerja tersebut juga dicantumkan
sanksi, apabila pekerjaan'belum mencapal 150 Ha dan

tenaga kerja berhenti bekerja maka setiap tenaga kerja
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yang berhenti tersebut dikenakan pemotongan upah
borongan sebesar Rp.75.000,-. Ihilah' vang disebut
Qutonom Arbeids Recht yaitu hukum yang dibuat oleh
pihak-pihak dalam perjanjian kerja, guna mencegah tenaga
kerja agar tidak meninggalkan pekerjsan sebelum target
vang ditetapkan perusahaan tercapai.

Untuk nengetahui- berapa lams tenaga kepja

dapat menvyelesaikan borongan dapat dilihat dari tabel

berikut:
TABEL IV
JANGEKA WAKTU HUBUNGAN KERJA

f
i Alternatif Jumlah Prosentase
|
r

3, di bawah 3 (tiga) bulan - -

b. di atas 3 (tiga) bulan 17 100 %
[ .
I .
| N = 17 17 100 %
L

Sumber : Data primer.
Dari tabel Ianiketahui bshwa semua responden
(100%) menjawab di atas 3 (tiga) bulan. 1Ini berarti
bahwa tenaga kerja memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) -
bulan untuk penyelesaian borongannya. Jadi dengan
demikian hubungan kerja antara Pengusaha HTI dengan

tenaga kerja untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga)

bulan.

Dari tabel III dan IV diketahui bahwa Pengusaha
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HTI dalam melaksanakan kegiatan pembangunan HTI
mempekerjakan tenaga kerisa bqrongan dalam jangka waktu
lebih dari 3 (tiga) bulan untuk setiap borongan. Dengan
demikiasn Pengusaha HTI wajib untuk mengikutsertakan
tenaga kerjanya dalasm Program Jamsostek yang meliputi
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari
tua dan Jjaminan -pemeliharsan k;;ehatan sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga EKerja No.
PER.0O3/MEN/1894 Tentang Penyelenggaraan Program
Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja
borongan dan tenaga kerja kontrak.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Henteri tersebut
menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja
harian lepas yang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
atau lebih dan dalam setiap bulannya tidak kurang dari
20 (dua puluh) hari bekerja atau tenaga kerja borongan
vang bekefja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau tenaga kerja kontrak vyang bekerja
sekurang-kurangnya 3 (tiga) buian berturut-turut wajib
mengikutsertakannya dalam Program Jamsostek vang
meliputi Jjaminan kecelakaan kerja, Jjaminan kematian,
~ Jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
Berdasarkan pasal (4) ayat (1) dan (2) Peraturan

Menteri tersebut, besarnya iuran yang harus dibayar oleh
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Pengusaha HTI perbulan bagi jaminan kecelakaan kerla.
iaminan ‘kematian. jaminan hari tua dan jaminan
pemeliharasn kesehatan adslah

a.Tenaga kerias vang berstatus berkeluarga adalah sebesar
2.10 x UMR atau sama dengan 2,10 x Rp. 3.800.- =

Rp.7.980.- perbulan.
-
n.Tenaga keria vang berstatus lajang <(tidak kawin)

adalah sebhesar 1,60 x UMK atau sama dengan

1.60 x Rp. 3.800.- = Rp.6.080.- perbulan.

.Kepesertaan Pengusaha HTI dalam Program Jamsostek

Sebagaimana telah disebutkan tepdahulu bahwa
kuesioner dibagi menjadi Kelompok A dan Kelompok é. Dari
pengumpulan’ kuesioner terdapat 2 (dua) responden vang
mengisi kuesioner EKelompok A dan 15 (lims belas)
responden nengisi kuesioner_ Kelompok B. Dengan
demikian berarti terdspat 2 (dua) Pengusaha HTI vyang
telah melaksanakan Program Jamsostek dan . 15
(lima belas) Pengusahz HTI belum melaksanakan Progranm
Jamsostek.

Berdasarkan  data vang diperoleh dari PT.

Jamsostek {Persero) cabang Kalimantan Barat di
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35
Pontianak bahwa kedua Pengusaha HTI -tersebut telah
mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta Program
Jamsostek sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga)
orang tenaga kerja. PT. Jamsostek (Persero) cabang
KEalimantan Barat telah menertibkan dan menyampaikan

.
Sertifikat
Kartu Peserta

Kartu Pemeliharasn Kesehatan.

untuk masing-masing tenaga

Kepesertaan untuk masing-masing perusahaan,

kerja serta

Untuk mengetahui kepesertaan Pengusahasan HTI dalam

Program Jamsostek tersebut dapat dilihat dari tabel
berikut ini
TABEL V
JENIS PROGRAM JAMSOSTEK YANG DIIKUTI
Jenis Program Jumlah Pengusaha | Prosentase
a. Jaminan kecelakaan kerja 2 100 %
b. Jaminan kematian 2 100 %
c. Jaminan hari tusa 2 100 %
d. Jaminan pemeliharasn kesehatan 2 100 %
Sumber : Data primer.

Dari tabel V tersebut diketahui bahwa kedua
responden menjawab semus Program Jamsostek.
Ini ' berarti bahwa kedua Pengusaha HTI tersebut
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mengikut-sertakan tenaga kerjanya dalam semua Program
Jamsostek. _Sesuai dengan data vang diperoieh _dari
PT. Jamsostek (Persero) cabang EKalimantan Barat di
Pontianak bahwa kedua Pengusaha HTI mengikut sertskan
tenaga kerjanysa dalam semua Program Jamsostek
yaitu jaminan kecelakaan kerja, Jjaminan kematian,
jaminan hari tua dan jaminan pemeliharasn kesehatan °
sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Tenaga
Kerja No.PER.O3/MEN/1994 Pasal 3 ayat (1).

Program jamsostek memberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan kepada tenaga kerja atau suami ataun istri yang
sah dan anak sebanyak -banyaknya 3 (tiga) orang dari
tenads kerja. Jaminan pemeliharasn kesehatan ‘yang
dimaksud ber;ifat menyeluruh dan meliputi pelayanan
peningkatan kesehatan (promotif) misalnya ' pemberian
konsultasi: pencegahan penyakit (preventif) misalnva
imunisasi; penyeanbuhan penyakit (kuratif) nisalnya
tindakan medis; dan pemulihan keséhatan {rehabilitasi)
misalnya pelayanan rehabilitasi dalam pelayanan yang
diberikan secara terpadu oleh Pelaksana Pelayaﬁan
Kesehatan.

| Menurut Pasal 37 ayat (1), pelaksanaan pemberian
pelayanan kesehatan dilakukan oleh pelaksana pelay;nan
keséhatgn berdasarkaﬂ perjanjian secara tertulis dengan

PT.Jamsostek” (Persero). Berdasarkan keterangan dari
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PT.Jamsostek (Perserc) Cabang EKalimanftan Barat di

Pontianak bahwg pelaksanaan pelayanan kesehatan yang

ditunjuk adalah

1.Tenaga medis : yaitu Dr. Hendro Waluyo dan Dr. Teuku
Rabita di Pontianak.

2.Rumah Sakit : yaitu R.S. Bersalin Harapan Anda, R.S.

Antonius dan R . S. Dr. Soederso ®i Pontianak.

o

JApotik : yaitu Apotik Pemudsa dan Apotik Imam Bonjol di
Pontianak.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tenaga kerja
melakukan pekerjaan di areal HTI yang berlokasi di
daerah pedalaman Kalimantan Barat sedangkan
keluarganya ditingkalkan di daerah asal tenaga kerja
tersebut. Sedangkan Pelaksana Pelayanan Kesehatan,
tenaga medis. Rumah Sakit (Bersalin) serta Apotik
vang ditunjuk oleh PT. Jamsostek (Persero) berada di
Kotamadya Pontianak.

Adalah suatu hal yang tidak nungkin bagl tensaga
kerja atau keluarganya untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan dari Pelaksana Pelﬁyanan Kesehatan karena
jaraknya vyang begitu Jjauh. Sedangkan tensags kerja
atau keluarganya tidak dibenarkan untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan selain_ dari pada Pelaksanza
'Pelayanan Kesehatan yang telah ditunjuk tersebut.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas maka dengan
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demikian tenaga kerja yang bekerjas di areal HTI tidak

pernah mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun mereksa
telah terdaftar sebagai peserta serta membayar iuran
jaminan pemeliharaan kesehatan pada PT.
Jamsostek (Persero). Hal ini juga diakui oleh pihak PT.
Jamsostek (Persero) Cabang Kalimantan Barat pada waktu
wawancarsa. - .

Untuk mengetahui alasan Pengusaha HTI melaksanakan

Program Jamsostek dapat dilihat dari tabel berikut ini

TABEL VI
ALASAN PENGUSAHA HTI MELAKSANAKAN
PROGRAM JAMSOSTEK

Alternatif' Jumlah | Prosentase
a. Merasa berkewsaiiban 2 100 X
b. Adanya desakan dari tenaga kerja - -

¢. Adanys pengawasan - -
N=2 - 2 100 X

Sumber : Data primer.

Dari tabel VI tersebut diketahui bahwa kedua
responden menjawab bahwa merasa berkewajiban. Hal ini
berarti bahwa kedus Pengusaha HTI yang wmelaksanakan
Program Jamsostek karena merasa berkewajiban
untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya.

ﬁal demikianlah yang sebenarnva yang dikehendaki

oleh Undang-undang Jamsostek dimana pengusaha memikul
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tanggung jawab wutama dan secara moral pengusahs

mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan

kesejahtersan tenaga kerja.

Untuk mengetahui kepengurusan kepesertaan
(pendaftaran, pembayaran iuran dan proses administrasi
lainnya) serta permohonan pembayaran jaminan dan

pelayanan pade PT. Jamsostek (Pefsero)

dari tabel berikut ini

TABEL VII

dapat dilihat

PENGURUSAN PADA PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Alternatif

Jumlah

Prosentase

a. Perusahaan
b. Tenaga kerja sendiri/wakilnya

2

100 %

N = 2

2

100 %

Sumber : Data primer.

Dari tabel VII diketahui bahwa

(100%) menjawab perusshaan.

bahwa pengurusan kepesertaan

Dengan

(pendaftaran,

iuran dan proses administrasi

kedua

denikian

lainnya?}

permohonan pembayaran jaminan serta pelayanan pads

Jamsostek (Persero) dilakukan

sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang

beserta peraturan pelaksanaannya.

Dari wawancara dengan kepala

PT. Jamsostek (Persero) Cabang Kalimantan

oleh
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Fontianak diperoleh data bshwa PT. Jamsostek (FPersero’
Cabang Kalimantan Barat belum mempunyai unit kerja di
Kabupaten Déti IT di seluruh Kalimantﬁn Barat. Dengan
demikian segala pengurusan tentang jaminan sosial tensaga
kerja harus dilakukan di kantor PT. Jamsostek (Persero)

Cabang Kalimantan Barat di Pontianak.

.Tanggung jawab Pengusaha HTI

Sebagaimana telah dikemukakan sebélumnya 5ahwa
pengusaha HTI dapat dikategorikan sebagai Pengussha yang
wajib melaksanakan program Jamsostek yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada
kenyataannya masih terdapat 15 (lima belas) dari 17
{tujuh belas) pengusaha HTI vyang belum ﬁelaksan&kan
program Jamsostek.

Untuk meﬂgetahui alasan Pengusaha HTI hingga belum
melaksanakan program Jamsostek dapat dilihat dari tabel

berikut ini.
= TABEL VIII
ALASAN PENGUSAHA HTI YANG BELUM
MELAKSANAKAN PROGRAM JAMSOSTEK

Altermatif - Jumlah Prosentase

N

. Prosedu.- Administrasi Jamsostek Yang
. Memerlukan tambahan biava dalam

. Jaminan yang diberikan oleh perusahaan - -

terbelit-belit 3 20 %
pengurusannya - _

HTI lebih baik 12 80 %

[\

= 15 ’ 15 100 %

Sumber : Data primer.
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Dari tabel WVII1 dapat diketahui bahwa 20% dari
koresponden member%kan alasan bahwa ~ prosedur
administrasi Jamsostek yang berbelit-belit dan 80% dari
responden memberikan alasan bahwa jaminan yang diberikan
Dléh perusahaan lebih baik dari Jamsostek. Untuk
mengetahui bagaimana tanggqung Jjawab pengusaha HTI dalam

menanggulangl kecelakaan kerja dapat dilihat dari tabel

berikut

TABEL IX
KECELAKAAN KERJA

Altermatif Jumlah Prosentase

a. Biava pengobatan ditanggung oleh
Perusahaan 19 100 %
b. Biaya pengobatan tidak ditanggung oleh
Perusahaan ’ - -
c. Biava pengobatan ditanggung olebh
perusahaan asuransi - -

N = L35 15 100 %

¥

Sumber : Data primer,

Dari tabel IX dapat diketahui bahwa semua (100%)
responden menjawab bahwa biava pengobatan ditanggung
perusahaan. Dengan demikian pengusaha HTI bertanggung
jawab untuk membiayai pengobatan bagi tenaga kerja vyang
tertimpa kecelakaan kerja.

Dalam perjanjian kerja antara pengusaha HTI dengan
tenaga kerja disebutkan bahwa apabila terjadi kecelakaan

kerja maka pengusaha HTI akan memberikan santunan sesuai
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Feraturan Pemsrintan vang perlaku gan apapils warena
Fecelakaan kerja ttenaga kerja harus dirawat dl1 rumabh
sakit maka biava yvang timbul ditangaung oleh Penguséha
HTI. Besarnva Jjaminan kecelakaan kerja ‘diatur dalam
Feraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Pasal 12 avat (1)
dan (2) serta lampiran I1.

tintuk mengetabui besarnya santunan kematian vang
dibavarkan kepada keluarga tenaga kerja apabila tenaga
terja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dapat
dilihat dari tabel berikut ini :

TRABEL X
SONTUNAN KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA

. - . . H '
! wlternatif ! Jumlah ! Prosentase |
L i ] ]
' 3., 01 pawah Rp. 5 Juta | - i - i
1 1 +
' b, ®p.3 Juta s/d Ao, L0 Juta | 13 | LG % |
I 2. g1 atas Ro. 1Y Juta t ! - |
L i Il ;
VI b | 13 1 LG [
e l L o

sumber : Data praimer,

[tari rabel X diketahui bahwa semua responden
(100%) meniawab Rp.S.UDO.DOO.—ﬁ sampai dengan
Rp.10.000.900.-. Ini berarti bahwa Pengusaha HTI akan
memberikan santunsan kematian kepada ahli waris dar;-
tenaga kKeria vyang meninggal dunia karena kecelakaan
keria sebesar antara Rp. 5.000.000.~ sampai dengan

Rp 10.000.000.-. Dalam perianjian keria disebutkan

apabila tenaga kerja vang meninggal telah menijadi
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anggota asuransil msaka klaimnya diurus oleh pengusaha HTI
vang selanjutnya diserahkan kepada ahli warisnya.

Dalam perjanjian . kerja juga disebutkan bahwa
apahila tenaga kerja meninggal dunia baik karena
kecelakaan kerja maupun bukan karena kecelakaan kerja
maka keluarga tenaga kerja vyang meninggal tersebut
setuju mayatnya *dimakamkan ditempat kerja atau koté
kecamatan terdekat. Dicantumkannya hal yang demikian
dalam perjanjian kerja mengingat kondisi setempat tidak
memungkinkan untuk melakukan pengiriman mayat tenaga
kerja yang meninggal dunia ke tempat asalnya.

Untuk mengetahui berapsa besarnya santunan yang
dibayarkan “kepada ahli waris dari tenaga kerja vyang
meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dapat
dilihat dari tabel berikut ini ; |

TABEL XI
SANTUNAN KEMATIAN BUKAN RKARENA EKECELAKAAN KERJA

Alternatif Jumlah Prosentase

a. di bawah Rp.l1.200.000,—- - -
b. di atas Rp.1.200,00,—- 15 100 %

N = 5 15 100 %

Sumber : Data primer.
Dari  tabel XI dapat diketahui bahwa semua
responden (100%) menjiawab diatas Rp.1.200.000,- (satu

juta dua ratus ribu rupiah). Ini berarti bahwa dalam hal
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tenaga keria meninggal dunia bukan karena Kkecelakaan
kerja maka pengusaha HTI akan memberikan - santunan
kematian sebesar di atas Rp.1.200.000,~.

Berdasarkan pasal 22 ayat (1) PP No. 14 tahun 1993
bahwa jaminan Kematian dibayarkan sekaligus kepada janda
atau duda atau anak. dan meliputi
a.Santunan jaminan kematian sebesar Rp.l1.000.000.- (satu

juta rupish): dan
b.Biaya pemakaman sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu
rupiah».

Berdasarkan keterangan dari ahli waris tenags
kerja vyang menerima santunan Kkematian bukan karens
kecelakaan kerja, bahwa Pengusaha HTI membayar'-
santunan kematian sebesar Rp.2.500.000.- (dua Jjuta 1lima
ratus ribu rupiah). jumlah tersebut tidak termasukrbiaya
pemakaman dan biayva-biaya lainnya. Sebenarnya santunan
kematian bukan karena kecelakaan kerja tidak dicantumkan
dalam perjanjian keria. Santunan yang dibayarkan oleh
Pengusaha HTI kepada ahli waris tenaga kerjia yang
meninggal lebih bersifat bantuan.

Jadi*ldengan demikian santunan kematian vang
dibayarkan oleh Pengusa HTI lebih besar dari santunan
kematian sebagaimana diatur dalam Program Jamsostek,

walaupun tidak dicantumkan dalam surat perianiian keris.
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Untuk mendgetahul apakah Pengusahs HTI menanggung
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karena kecelakaan kerja dapat dilihat dari tabel
berikut ini:

TABEL XII
BIAYA PENGOBATAN

— T
! RAlternaryf i Jumlan i Prosentase i
¢ L i i
| 3, ditanggung oien perusahaan ! - i - [
' b. tidak ditanggung perusahaan 13 | 100 % |
t €. ditangQung oleh perusahaan asuransi - ! - !
: . ;
A= 13 { 15 La v
“ i ) )

Sumber : [Data primer,
Cari tabel all odgapat divetahuili bahwa semua
responden t100%) menjawab biava pengobatan tidavr

ditanggung oleh perusahaan., Ini berarti babwa biava
pengobatan bagli tenaga kerj)a vang sakit bukan karena
kecelakaan Fkera ditanggung sendiril oleh tenaga kerja
vang bersangkutan. o

Dalam perjanjian kerja secara tegas dicantumkan
bahwa biava pengobatan dan perawatan kareria sakit vang
bukan Fkecelakaan kerja ditanggung oleh tenaga kerja.
Untuk mengetahul apakah Pengusaha HTl memberikan Jaminan
hari tua kepada tenaga kerja dapat dilihat dari tabel

berikut ini :
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TABEL ¥II1l
JAMINAN TRABUNGAN HARI TuA

| Alternatit | Jumlah | Prosentase

i } Il

5 a. iremberikan Jaminan Tabungan Hari Tua i - ] -

t b. Tidak memberikan Jaminan Tabungan ! - I -

¢ Hari Tua io1s | Lo %

; . H ;
PR 1S |15 0% T
t i L }

Sumpber @ Data primer.

{'ari tabel XIII diketahui bahwa semua responden
(100%) menjawab tidak memberikan jaminan tabungan hari
tua. Hal 1ini berarti bahwa Pengusaha HTI tidak
memberikan Jaminan tabungan hari tua kepada tenags
kerianvya.

Dalam perjanjian ke?ja vang dibuat antara
Pengusaha HTI dengan tenaga kerjanya, tidak mengatur
tentang Jjaminan tabungan hari tua. Sesuai dengan sifat
hubungan keria. dengan selesainya pekerjaan bofongan
maha berakhir pula hubungan kerja antara pengusaha HTI
dengan tenaga kerianyva. selain 1itu hubungan keria
tersebut hanya untuk jangka waktu yang tidak terlalu

lamsa.

Pengawasan

Pengawasan ketenagakerjaan di Kalimantan Barat

adalah tugas dan wewenang Bidang Pengawasgn ketenags
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‘kerisan Kantor Wilavah Deparrtemen Tenaga Kerig Iriari 1
¥alimantsan Barat. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
membawahi seksi Jaminaﬁ Sosial Tenaga Keria dengan tugas
sebagaimana diuraikan dalaﬁ Keputusan Menteri Tenaga
Keris No.EKEP.353/M/SJ/199¢.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenags-kerjaan Kantor
Wilayah Departemen Tenaga Keria Propinsi Dati I
Kalimantan Barat menjelaskan bahwa Petu;as Pengawas
Ketenagakeriaan untuk seluruh Kalimatan Barat
berjumlah 16 (enam belas) orang dan 8 (delapan) orang
diantaranya merangkap sebagai Petugas Penyidik Tindak
Pidana di bidang ketenagskerjaan. Petugas Pengawas
Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk sebagai
Petugas Pengawas Ketenagakerjaan dan kepadanya diberikan
-kartu pengenal Pengawas Ketenagakerjaan. Petugas
Penyidik Tindak Pidana di bidang ketenagakerjaan
diaqgkat dengan Keputusan Menteri Kehakimsan
No.A.18.PW.07.03 Tahun 1985 dan kepadanya diberikan
Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawal Negeri Sipil.

Bidang Pquawasan Ketenagakerjsan dalam rangka
pelaksanaan Program Jamsostek berfungsi dalam hal
& .Penegakan hukumnyz yvang meliputi kegiatan pembinaan,

pengawasan dan penindakan apabila terjadi tindak
pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.
h.Roordinasi dan pengawasan terhadap badan penyelenggara

yaitu PT. Jamsostek (Fersero) Cabang kalimantan Barat.
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Lalam melaksanakan tugas operasional pengawasan
setiap Petugas Pepgavas Ketenagakerjaan diqajibkan untuk
melakukan pengawvasan kepada 8 {delapan)
perusahaan setiap bulan. Hasil pengawasannya di
laporkan kepada kepala kantor Wilayah Departemen Tenagsa
Kerijia Propinsi Dati I Kalimantan Barat dalam bentuk Nota
Femeriksaan. Materi pengawasan meliputi semua aspek
ketenagakeriaan terutama mengenai ketaatan .pengusahﬁ
dalam memenuhl kewajiban-kewajiibannya yang ditentukan
dalam peraturan .perundang—undangan. Termasuk
kewaiiban-kewajiban Pengusaha sebagaimana diatur dalam
Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek beserta
peraturan pelaksansannva.

Untuk mengetahuil apakah pernah ada pengawasan dari
Petugas Fengawas Ketenagakeriaan yang langsung melskukan

rengawasan di areal HTI dapat dilihat dari tabel

herikut
TABEL XIV
PENGAWASAN
Alternatif Jumlah Frosentase
} s. Fernah ' - | -
L_o Tidak pernan 19 130 %
| N = 15 1 100 % |
L

Sumber : 0ata primer.

flari tabel XIV diketahui bahwa semua responden

(100%) menjawab tidak pernah ada pengawasan. Ini berarti
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bahwa Petugas Pengawas Ketenagakerijaan Kanwil Departemen
Tenaga Kerja Propinsi Dati I Kalimantan Barat tidak
pernah melakukan pengawasan langsung ke areal HTI.

Kepala bidang pengawasan ketenagakerjaan EKanwil
Departemén Tenaga Kerja Propinsi Dati I Kalimantan Barat
mengakuil bahwa memang belum pernah diadakan pengawasan
langsung ke areal HTI oleh - Petugas Penggnas
Ketenagakerjaan. Hal ini di dasarkan atas pertimbangan
bahwa lokasi areal HTI. jauh di daerah pedalaman
sehingga untuk mengadakan pengawasan ke lokasi akan
memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit.
Tambahan lagi kegiatan Pembangunan HTI merupakan
kegiatan yang masih baru.

Karena memang belum pernah diadakan pénganasan
langsung ke areal HTI maka dengan sendirinya belum ada
Pengusaha HTI yang diproses sampai ke Pengadilan karensz
melakukan tindak pidana bidang jaminan sosial tenaga

kerja.

™~
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BAB IV

PENUTUP

1‘Kesimpula;

Dari hasil penelitian serta pembahasan pada bab
terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut
a.Pengusaha HTI di Kalimanta® Barat dalam melaksanzkan

kegiatan pembangunan HTI mempekeriaksn tenaga keris
borongan lebih dari 10 (sepuluh) orang dan membayar
upah untuk seluruh tenaga keria di atas Rp.1.000.000,-
(satu Jjuta rupiah) perbulan serfa dalam waktu leﬁih
dari 3 (tiga)-bulan. Gleh karens itulah Pengusaha HTI
dikatagorikan sebagﬁi pengusaha yang wajib untuk
melaksanakan Program Jamsostek sebsagaimans diatur
dalam Undang-undang Jamsostek beserta peraturan
pelaksansannya. khususnya Peraturan Menteri Tenaga
Eerja Nomor PER.0O3/MEN/1984 tentang Penyelenggaraan
Progr#m Jamsostek Dbagi tenaga kerja harian lepsas,
tenags kerja borongan dan tenaga kerja kontrak.

Dilain pihak tenaga kerja borongan vang
bekeria di areal HTI di Kalimantan Barat berhak untuk
mendapatkan Jjaminan spsial tenaga kerja dalam rangksa

meningkatkan harkst dan martabatnysa.
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Dalam kenyataannya hanys 2 (due) Pengusaha HTI
€11,78%) dari 17 (tujuh belas) Pengusaha HTI di
Kalimantan Barat vyang merasa berkewaiiban untuk
melaksanakan Program Jamsostek guna memberikan
perlindungan kepada tenagsa kerianya dalam
menanggulangi resiko sosiél vang secara langsung

mengakibatkan berkurangnya atau hilangnys penghasilan

tenaga kerjas sebagaimana dikehendaki oleh peraturan

perundang-undangsn vang mengatur jamsostek.

.Walaupun Pengusaha HTI yang belum melakssnakan Progranm
Jamsostek memberikan santunan yang lebih baik dari
pada vang diberikan oleh Program Jamscstek seperti
santunan kematian karens kecelakaan kerja. santunan
kematian bukan Kkarena kecelakaan kerja. frogram
Jamsostek tetap merupaksan Hak tenaga Kkeria dan
Pengusahg HTI di kalimsntan Barat tetap wajib untuk
melaksanakannya. Karena hak atas Jaminan sosial tenags
kerja merupakan implementasi hak azasi manusia yang
diatur dalam undang-undang. maks Pengusaha HT1 yang
tidak melaksanakannva tersebut telsh melakukan
pelanggaran terhadap hak azasi manusia.

.Pengusaha HTI yang melasksanakan Program Jamsostek
mengikutsertakan tenaga kerianys dalam semus Program
Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian. Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan.
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Karena areal HTI berada di dsasersh pedalaman
dengan kondisi daerah sebagaimana telah dikemukakan
terdahulu sehingga tidak memungkinkan tenaga keria
vang bekeriz di areal HTI maupun keluarganya unfuk
dapat memanfaatkan Jaminan Pelayanan Pemeliharaan
¥esehatan dari pelaksana pelayansn kesehatan vang

dituniuk oleh PT. Jamsostek (Persero) karena

=4

pelaksana pelavanan kesehatan berada di Kotamadya
Pontianak. Cleh karens itulah pembayaran iursn Jjsminan
pemaliharaan Kesehatan oleh Pengusaha HTI merupakan
pengeluaran dana perusahazn yvang tidak ada manfastnys.

sedangkan bagi PT. Jamsostek (Persero) cabang

Kalimantan Barat. iuran jaminan pemeliharaan kesehatan

semata-mata merupakan pengumpulan dana dari
masvarakat.
.Perugas Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Wilayah

Departemen Tenaga Keris Propinsi Dati I Ealimantan
Barat belum menunjukkan aktivitas pengawasan kepada
Fengusaha HTLl yanz merupakan bagian penting‘dari upaya
penegakan hukum jamsostek. Oleh karena itulah dengan

sendirinva belum pernah ada Pengusaha Hutan Tanaman

Industri vang “diproses sampai ke Pengadilan karena

melakukan tindak pidanas bidang jaminan sosial tenaga
keria. Demikian juga halnya dengan penjatuhan sanksi
administrasi y=ng berupsa pencabutan ijin oleh instansi

pemberi ijin yaitu Departemen Kehutanan.

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1=

« e . Wilavah keria BT, Jarsostek (Pers=sro? cabhan

1y

Kalimantan Barat terdiri dari 6 <(enam) Kabupaten
Daerah Tk. II dar 1 (satu) Kotamad&ﬁ. Hingga
sekarang PT. Jamsostek (Persero) cabang Kalimaptan
Barat belum mempunyai unit kerja di masing-masing
daerah tersebut. Sesuai dqngan fungsinya sebagai
penvelenggdars Frogram Jamsostek ternvata PT.
Jamsostek (Persero) cabang Kalimantan Barat belum siap
untuk melsksanakan fungsinys dalam melayani masyarakat
secara optimal.

f.Dengan belum terbentuknys serikat pekerja bagi tensaga
kerio

1. 3 -3 A ¥ P m - T Ay o M
= Seteria 21 areal Hutan 4 3 anan Linalser

i)

mengakibatkan tenaga kerja tersebut belum mempunyai
wadah vang dapat memperjuangkan hak-hak tenaga kerja
rerutam3z menuju pada terbentuknya hubungan industrial

Pancasila antara pengusaha HTI dengan Tenaga Kerjanya.

2. Saran-Saran .
Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas.dapat
disarankan hal-hal sebagai berikut
a.Mengingsat banyaknysa Pengusaha HTI vang . belum
melaksanakan Prograﬁ Jamsostek maka upaya penegakan

hukumnya harus segera dilaksanakan vyaitu berupa

pengawasan oleh Petugas Pengawas KEetenagakeriaan
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Kantor Wilsysh Departemen Tensgs Keria Pro

Ty

insi Pari I
Kalimantan Barat. Hendaknya pengawasan dilakukan
. secara terpadu antara Petugas Pengawas Ketenagaskerjaan
Eantor Wilayah Departemen Tenags Ferja Propinsi Dati I
Kalimantan Barat dengan Kantor Wilayah Departemen
Eehutanan Propinsi Dati I Kalimsntan Barat. Sedangkan
PT. Jansoste; (Persero) sesuai fungsinya sebagaj
penyelenggara Program Jamsostek adalsh sebagai
penyandang dana untuk membiayai pengawasan terpadu
tersebut.
.Sebagaimansa telah dikemukakan terdahule bahwa
pembayaran iuran pelayanan pemeliharaan kesehsatan oleh
Pengusaha HTI tidak memberikan manfaat bagi tenagsa
kerjanya. Guna menghindari kesan seolah-olsah
PT.Jamsostek <(Persero) cabang Kalimantan Barat hanya
semata-matas mengumpulkan dana dari masyarakat, serts
dalam rangks memberikan pelayanan vang
sebaik-beaiknya kepada tensga kerja peserta Program
Jamsostek-berikut ini disarankan
b.1.Hendaknya pengusaha HTI dalam melaksanakzn Program
Jamsostek dapat tidak ikut serta dalam
perlindungsn jiaminan pemeliharaan kesehatan, akan
tetapi Pengusaha HTI diwajibkan untuk melaksanakan

sendiri jaminan pemeliharaan bagi tenags kerJjanya.
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p.2.Alternacif lainnya valitu dengan menberi
kebebasan kepada tenaga kerja atac keluarganya
gntuk mendapatkan pelayanan pemeliharaan
kesehatan sesual dengan pilihannya. PT.Jamsostek
(Persero) cabang Kalimantan Barat hanys membayar
penggantian biaya vang telah dikeluarkan oleh
tenaga kerja atsu keluarganya guna mendapatkan

relayanan pemeliharaan kesehatan.

c.Guna memberikan pelayanan yvang sebaik-baiknyas dsalam

penvelendgaraan Program Jamsostek. hendaknya

PT.

Lo

amscstek (Persero) cabang Kalimantan Barat segers
membuka unit keria serta menunjuk Pelaksana Pelavanan
Eesehatan di setiap Daerah Tingkat IT.

.Hendaknya tenaga kerja yvang bekaria di arezl Hutan
Tanaman Incdus:tri di Kalimantan Barat segsra membentuk
nrganisasi serikat pekerja yang berfungsi sebagai
wadah untuk menyalurkan aspirasl tenaga kerija serts

Tn
csebagai wadash untuk memperjuangkan hak-hak tenaga

keriaz tersebut.

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI

3




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PUSTAKA

Tdiamialdii, FY¥. Perjanjian Kerja. Bumi Aksara. Jakarta.
1984 .
dan Wibhowo soedjono, Perjanjian
Perburuhan dan Hubungan Perburuhan

Pancasila. Bina Aksara., Jakarta. 1982.

Ridwan. Halim. dan Sri Subiandini Gultom. Sari Hukun
Perburuhan Aktual, Pradnya Paramita,
Jakarta, 14987,

Harteono, Sunarva ;. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.

Binag Cipta. Jakarta, tth.

Kartasapoetra. G dan R.G. Kartasapoetra dan A.G.Kartasas-
poetra, Hukum Perburuhan di Indonesia
Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika.
Jakarts. 1994,

dan Rience ¢. Widianingsih. Pokok-pokok

Hukum Perburuhan. Armics. Bandung.
1982,
Kertcnegoro. 3entance. Jaminan Sosial Prinsip dan Pelak-

sangannya di Indonesia. Mutiars Sumber
Widya, Jakarta. 19885.

Manulang. H. Sendiun. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di
Indonesia, Rineka Cipta. jakarta, 1990.

Prinst. Darwan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Citra
Aditya Bakti., Bandung. 1994.

Purwosutjigto. Pengertian Pokok Hukuwm Dagang Indonesia.
Hukum Pertanggungan. Diambatan. Jakarta.
1985

anulardi. Bambang. Huokum Kehutanan dan Pembangunan Bidang
Kehutanan. Raijia Grafindo Persada. Jakarta.
1335.

m

REahardije, 3ariipto. Pengantar Ilpou Hukum. Citrz Aditys
Bakti. Bandung. 19891. :

Hukum dan Hasyérakat. Angxasa. Bandang.
1980.

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Hukum, Masyarakat = dan Pembangunan,
Aluymni, Bandung, 1980. ' ‘

Rahardjo., Satiipto, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi
Pembangunan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung,
1977,

Soepomo. Iman. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja,
Djambatan, Jakarta. 1983.

, Hukum Perburuhan bidang Aneka Putusan (P4),
Pradnya Paramita, Jakarta. 1978.

Hukum Perburuvhan Bidang Kesehatan Kerja
(Perlindungan Perburuhan), Pradnya
Parsmita, Jakarta, 1983.

Pengantar Hukum Perburuvhan, Djambatan,
Jakarta, 1995.

Soekanto. Soerjono., Beberapa Permasalahan Hukun Dalan
Kerangka FPembangunan di Indonesia, Ul-
Press. 1988.

, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press,
Jakarta, 1984.

Sukarno, Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan
Huabungan Perburuhan Pancasila, Alumni,
Bandung. 1882.

Sunggono, Bambang., Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar
Grafika, Jakarta, 1994.

-

Subekti. Huvkum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. 1979.

Scerjono, Wiwoho, Hukum Perjanjian Kerja, Rineka Cipta,
Jakarta, 1981.

Toha. Halili dan Hari Purnomo, Hubungan Kerja antara
MNajikan dan Buruh,- Rineka  Cipta.
Jaksrta, 1991.

Taneko, Soeleman B, Pokok-pokok Studi Hukum dalan
Masyarakat, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 18823.

Waluye. Zambang. Penelitian Hokum dalam FPraktek, Zinar

‘s £ 31 T ! +
Grafiba, Jakarta., 19G1.

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... 7 YACOB DJASMANI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

|-
0

L=

Adnvana, I Gusti Ngursh. Asuransi Sosial Tenaga. Kerja
dalam Rangka Menjamin Kesejahteraan tenaga
kerja. Tesis., Unair., 1988.

Makalah dan Sorat EKabar:

Kumpulan Karya Ilmiah Para Pakar Hukum. Bungs Rampai
Pembangunan Hukue di Indonesia. Eresco,
Bandung, 1995.

Redaksi Sinar Grafika. Jaminan Sosial Tenagsa Kerja
(Uhdang undeng Nomor 3 tahun 1992), Sinar
“Crafika. Jakarta. 1992.

Yuridike, MNajalah Fakultas Hukum. Unair, Nomor 5 Tahun IX
September-Oktober. Tahun 1894.

Peraturan Perundang-lUpndangan
Undang-Undang Dasar 1845.

TAP MPR NO. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negars.

Kitab Undahg—Undang Hukum Perdata.
Eitab Undang-Undang Hukum Dagang.

ilndang-Undang No.5 Tahun 1367 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan.

;,ﬂf"!'n'ﬁfffr:'ﬁrlﬁbrf AT - LA Tadan 1000 rwwkq-wr- l’xfnnfw o

Ketentuan Pokok Mengensi Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 3 Tshun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan
Perburuhan.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahur 1980 tentang Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Perasturan Pemerintah No.l1l4 Tahun 1983 tentang Penyeleng-
garaan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.

Vpputusan Presiden No.22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang
Timbul Karena Hubungan Keria.

TESIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI

T




P b N PRI g

Peraturan

FKeputusan

Feputusan

TESIS

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

20

Mantsri Tenaga EKerjiz Neo.PER-(Q3I/MEN- /1924 tentanc

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenagas Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian
Lepas, Tenaga Kerja Borongan dan Tenaga

Kerja Kontrak.

Menteri Tenags Kerja No . PER-4/MEN/1993 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja.

Menteri Tenaga Kerja No PER-05/MEN/1833
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,
Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan
Pelayanan Jaminan SasialiTenaga Kerja.

tentang

Menteri Tenaga Kerja No.KEP.353/M/5J/1986 ten-
tang Uraian Kegiatan Kantor Wilayah Kantor
Departemen dan Unit Pelaksanaan Teknis
Departemen Tenaga Kerja.

—
o

Menteri FRehutanan No. 417/KPTS-II/1389 tentang
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
’ MILIK a
i PEK! L STAKAAN
wGNIVEL ¢ ATLANGOA”
! 5 Lo i3 T A

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL ... YACOB DJASMANI




	COVER
	COVER DALAM 
	LEMBAR PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ...
	BAB III JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ...
	BAB IV PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA



